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PRAKATA

Senang sekali saya dapat menyajikan laporan Situasi Anak di Indonesia dari UNICEF. Laporan ini
menyajikan tren positif dan tantangan yang masih memengaruhi kehidupan sekitar 80 juta anak
Indonesia. Pada tataran global, kepemimpinan dan keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan
kualitas kehidupan anak dan perempuan telah diakui. Indonesia pun punya potensi untuk
menginspirasi negara-negara lain dalam menghadirkan perubahan positif yang serupa. Bukti-bukti
yang ada di dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi upaya memperbaiki kehidupan
anak melalui kebijakan dan investasi untuk mengatasi tantangan masa ini. Inilah sumbangsih bagi
masa depan yang lebih adil, setara, dan sejahtera untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Data dan informasi yang disajikan oleh laporan ini juga telah memandu kegiatan dan agenda
advokasi UNICEF dalam mendukung hak-hak anak di Indonesia. Setiap data dan setiap angka
menyimpan kisah seorang anak, keluarga, atau masyarakat yang kebutuhan dan haknya patut
didengar dan dipenuhi.

Laporan ini juga menyoroti keberhasilan Indonesia di beberapa area penting. Indonesia berhasil
melakukan lompatan yang berarti dengan penurunan angka kematian bayi lebih dari separuh dan
kematian anak sebesar dua per tiga antara tahun 1990 dan 2017 Selain itu, angka tamat sekolah
meningkat untuk semua jenjang; kini, 95 persen anak menamatkan pendidikan dasar. Indonesia
juga telah mencapai targetnya dalam meningkatkan angka pencatatan kelahiran secara nasional
menjadi 85 persen pada tahun 2019. Hal ini berarti menjamin lebih banyak anak mendapatkan
identitas nasional dan akses ke layanan sosial.

Berbagai pencapaian di atas dan di bidang-bidang lain telah mendorong perkembangan pesat Indonesia
hingga meraih status negara berpendapatan menengah. Indonesia sekarang siap untuk menuaiyang
disebut para ekonom sebagai ‘dividen demografis’, yang didapat dari populasi usia kerja yang besar.
Saat ini, dua per tiga populasi Indonesia berusia antara 15 dan 64 tahun, potensiyang luar biasa untuk
mencapai pembangunan ekonomiyang kuat dan kemakmuran pada tahun-tahun mendatang.

Namun, untuk memanfaatkan potensi ini secara penuh, Indonesia harus berupaya dua kali

lebih keras untuk mengisi kesenjangan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan
kesejahteraan generasi muda secara umum. Kemajuan dalam menurunkan angka perkawinan
usia anak melandai dalam beberapa tahun terakhir dan upaya yang lebih kuat dibutuhkan untuk
meningkatkan kualitas pendidikan. Tantangan lain yang masih berjalan adalah ketimpangan—
terutama yang dialami perempuan dan populasi perdesaan—yang menyebabkan kemiskinan anak;
kesenjangan besar di bidang air bersih dan sanitasi, yang menyumbang pada angka kematian
neonatal serta kejadian sakit pada anak yang tinggi; dan angka stunting yang tinggi, yang berdampak
negatif terhadap pertumbuhan fisik dan kognitif anak sepanjang hidupnya.

Laporan ini disusun melalui konsultasi dengan para mitra di berbagai tingkat pemerintahan,
kalangan akademisi, masyarakat sipil, dan pihak-pihak lain yang peduli terhadap kesejahteraan
Indonesia. Analisis dilakukan berdasakan survei dan data terbaru yang diterbitkan oleh Badan Pusat
Statistik dan kementerian teknis.

Analisis ini memperhatikan rencana dan kebijakan pemerintah, seperti rencana pembangunan jangka
menengah tahun 2020-2024, rencana per sektor dan lintas sektor, serta target dan aksiyang diusulkan
pemerintah untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan—yang semuanya memiliki
implikasi signifikan terhadap anak yang hidup dalam kemiskinan dan anak lain dalam keadaan rentan.

UNICEF bangga dapat menjadi mitra bagi Pemerintah Republik Indonesia, disatukan oleh visi yang
sama untuk mengentaskan kesenjangan dan kerentanan dan semua anak, baik perempuan maupun
lelaki, memiliki kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang. Keberhasilan kami akan
menentukan apakah Indonesia akan menuai bonus demografi ataukah risiko-risiko yang dihadapi
oleh anak-anak pada masa ini akan diwariskan kepada generasi mendatang.

cC

Debora Comini
Perwakilan UNICEF Indonesia
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PENDAHULUAN

Anak-anak Indonesia adalah aset bangsa yang paling berharga- merekalah
penentu masa depan. Pilihan kebijakan dan investasi untuk anak yang diambil
pada hari ini akan berdampak besar terhadap masa depan Indonesia. Melalui
keputusan yang tepat, Indonesia akan terus berjalan menuju masyarakat adil dan
makmur, dengan tingkat kesejahteraan yang merata.

Indonesia telah mencapai pertumbuhan sosial dan ekonomi yang pesat
dan mengesankan. Kemiskinan, yang dialami hampir separuh populasi pada
empat dasawarsa lalu, kini berada di bawah sepuluh persen. Dahulu merupakan
salah satu negara termiskin dunia, Indonesia sekarang berstatus berpendapatan
menengah. Angka kematian ibu dan anak turun drastis, angka partisipasi
pendidikan dasar mendekati 100 persen, dan pelayanan kesehatan dasar
tersedia di semua wilayah—termasuk daerah terpencil.

Indonesia hari ini berpotensi mewujudkan yang disebut ekonom sebagai
‘dividen demografis, sebuah peluang yang tidak boleh dilewati. Sementara
banyak negara lain memiliki populasi dan tenaga kerja yang menua, dua per tiga
populasi Indonesia justru berada dalam rentang usia produktif (15-64 tahun).
Populasi usia produktif yang berjumlah besar ini dapat menjadi mesin
pembangunan yang luar biasa—suatu ‘bonus’ yang dapat diinvestasikan untuk
masa depan bangsa. Namun, untuk dapat memanfaatkan bonus demografi ini,
Indonesia harus berinvestasi sekarang juga untuk generasi muda, yaitu di bidang
kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, dan bidang lain yang akan menentukan
kemampuan mereka sebagai suatu generasi, untuk mencapai potensi mereka
secara penuh.

Jika Indonesia tidak berinvestasi pada anak dan generasi mudanya pada saat
ini—jika mereka tidak tumbuh sebagai generasi sehat yang mampu membuat
keputusan dengan matang dan siap berkompetisi di tatanan perekonomian global
masa depan—Indonesia akan tertinggal dan tidak melangkah maju. Sebab itulah,
isu dan tantangan yang dihadapi anak dan generasi muda yang diangkat di dalam
laporan ini amat mendesak untuk diatasi.
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PENDAHULUAN

- SITUASI ANAK DI INDONESIA

Untuk memahami situasi terkini yang dihadapi anak-anak Indonesia, UNICEF
telah mengkaji beragam permasalahan penting yang berdampak terhadap
kehidupan anak dan pemuda: kemiskinan, pelayanan kesehatan, pendidikan,
kekerasan, lingkungan, dan lain-lain." Analisis dilakukan terhadap sifat tantangan
dan langkah yang telah atau akan diambil pemerintah untuk mengatasinya.
Laporan ini juga berupaya merangkum analisis yang kompleks agar dapat
bermanfaat untuk pembuat kebijakan, masyarakat sipil, media, dan masyarakat
umum—semua pihak yang punya andil terhadap kesejahteraan anak Indonesia
dan peran penting untuk memperbaiki kualitas kehidupan mereka.

Indonesia telah mencatatkan banyak kemajuan penting dalam beberapa

tahun terakhir, namun masih ada tantangan seperti mengeluarkan anak dari
kemiskinan dan memperluas akses mereka kepada layanan kesehatan dan
pendidikan. Kemajuan pun tidak merata: anak di wilayah perkotaan mengalami
kemajuan yang lebih baik dibandingkan anak di perdesaan. Ada pula daerah
yang masih tertinggal sementara bangsa ini terus melangkah maju. Anak dan
pemuda yang tinggal dalam kemiskinan masih menanggung kondisi yang berat
yang kadang-kadang mengancam nyawa dibandingkan dengan populasi secara
keseluruhan.

Indonesia dan para pembuat kebijakannya memiliki komitmen besar terhadap
anak dan generasi muda. Tidak hanya berupa janji, hal ini juga tercermin dari
aksi nyata pada tingkat nasional, provinsi, dan daerah. Dengan mengungkap
lebih jauh tantangan yang dihadapi anak Indonesia, laporan dimaksudkan
untuk membantu memberikan pedoman dan meningkatkan upaya yang telah
dilakukan pada masa mendatang.
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INDONESIA:
KONTEKS NEGARA

Sepertiga populasi Indonesia terdiri dari anak-anak; total, terdapat sekitar Terdapat 80 juta anak di
80 juta anak di Indonesia—populasi anak terbesar keempat di dunia. Indonesia Indonesia—populasi anak
yang mereka huni adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17000 pulau, terbesar keempat di dunia
luas wilayah sebesar lebih dari 1,9 juta kilometer persegi, dan ditinggali oleh ®

lebih dari 1.300 kelompok etnis. Sebagian anak tinggal di kota-kota besar seperti @
Jakarta—kemiskinan urban dan polusi adalah tantangan yang mereka hadapi.

Sementara itu, bagi anak di perdesaan terpencil, akses kepada layanan dasar

menjadi kenyataan sehari-hari.

Kondisi geografi, demografi, dan
sosial-ekonomi di Indonesia

Secara geografis, Indonesia rentan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi,
gelombang tinggi air laut, banjir, kebakaran hutan, dan erupsi gunung berapi.
Semua hal ini berdampak signifikan terhadap anak. Perubahan iklim dan degradasi
ekologi akan meningkatkan ancaman bencana (lihat bagian 9). Indonesia juga
mengalami urbanisasi yang pesat, bergeser dari jumlah penduduk yang kira-kira
seimbang antara kota dan desa menjadi dua pertiga penduduk tinggal di kota
pada tahun 2030. Hal ini juga akan membawa dampak signikan terhadap anak.

Secara politik, Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi. Desentralisasi telah
memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam hal
perencanaan dan manajemen kepada pemerintah provinsi dan kabupaten.
Namun, pemerintah daerah sering kali mengalami kelangkaan dana dan
kapasitas sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas-tugas ini, sehingga
memengaruhi kemampuan mereka memenuhi kebutuhan anak. Secara
sosial-ekonomi, Indonesia adalah negara berpendapatan menengah dengan
produk domestik bruto (PDB) per kapita sebesar US$3.847.
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1. INDONESIA: KONTEKS NEGARA

Populasi anak keempat terbesar di dunia
Lebih dari separuh anak Indonesia terdapat di 5 provinsi

Jawa Barat
18,6%

Provinsi lain

46,0% 80 juta anak JawaTimur

12,8%

Banten Sumatra Utara
4,4% 6,2%

Sumber: BPS, 2018

Setelah mengalami perlambatan pada periode 2011-2015, ekonomi Indonesia
mengalami perbaikan, ditopang oleh usaha kecil dan menengah (UKM). Namun,
tingkat kekayaan dan pertumbuhan ekonomi antardaerah di Indonesia amat
beragam. Hal ini menjadi hambatan besar bagi pemerataan investasi pelayanan
publik, dan selanjutnya layanan untuk anak di daerah-daerah dengan tingkat
kesejahteraan ekonomiyang lebih rendah.

Kombinasi faktor-faktor di atas—geografi, demografi, sistem politik, dan
status sosial-ekonomi—menijadi latar belakang dari tugas Indonesia untuk
meningkatkan dan memajukan kehidupan anak-anak Indonesia.

Kerangka perencanaan, kelembagaan, dan
fiskal Indonesia untuk pemenuhan hak anak

Pemerintah Indonesia telah memberikan komitmen besar pada tataran
global dan nasional untuk kesejahteraan anak, termasuk komitmen untuk
mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Agenda 2030
memberikan negara-negara peluang berharga untuk memacu kemajuan
pembangunan bagi anak, ditunjang oleh prinsip untuk tidak membiarkan
seorang pun tertinggal. Kondisi kesejahteraan anak saat ini adalah penanda
penting bagi kemajuan Indonesia dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs) pada 2030 kelak.

RPJMN 2020-2024 SDGs dan kerangka aksi internasional lain untuk hak-hak anak telah tercermin

memprioritaskan investasi di dalam rencana pembangunan nasional Indonesia. Rencana Pembangunan

untuk pembangunan manusia. Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 memprioritaskan investasi
untuk pembangunan manusia, termasuk penyediaan pelayanan kesehatan,
pencatatan kelahiran, perlindungan sosial, pendidikan (termasuk pengembangan
anak usia dini pada tingkat desa), dan perlindungan anak. Presiden Republik
Indonesia juga telah memprioritaskan agenda penghapusan stunting dan
perlindungan untuk perempuan, anak, dan kelompok rentan lain dari kekerasan.

Agar rencana dan pengukuran keberhasilan intervensi terhadap isu-isu di atas
dapat berjalan lebih baik, pemerintah telah menunjukkan keinginan besar
untuk meningkatkan kualitas sistem informasi dan pemanfaatan sistem
untuk merancang rencana, program, dan anggaran. Kantor Staf Kepresidenan
dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

n SITUASI ANAK DI INDONESIA



1. INDONESIA: KONTEKS NEGARA

Pembangunan Nasional (Bappenas) telah bersama-sama meluncurkan inisiatif
Satu Data Indonesia untuk mendukung pencapaian target pembangunan
dengan mendorong penggunaan data dan bukti sebagai basis perencanaan
dan pelaksanaan program pemerintah. Secara khusus, Satu Data bertujuan
mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti pada tingkat daerah dan
meningkatkan mutu, interoperabilitas, dan pemanfaatan data nasional.

Indonesia menjawab kebutuhan anak di negaranya di bawah kerangka komitmen
dan sistem perencanaan yang dirancang untuk melindungi kepentingan dan

hak anak. Sebagian adalah kerangka internasional, seperti Konvensi Hak-Hak
Anak (KHA). Pada tingkat nasional, hak anak terdapat di dalam hukum tentang
HAM dan perlindungan anak serta kerja-kerja Komisi Perlindungan Anak. Janji
dan komitmen untuk menghormati hak anak juga terdapat di dalam RPJMN dan
mandat kementerian/lembaga, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA).

Hukum Indonesia mewajibkan alokasi 20 persen dari anggaran nasional
untuk sektor pendidikan. Namun, belanja pendidikan pada tahun 2018 hanya
menyumbang 10 persen dari total belanja pemerintah.? Dengan menimbang
rasio belanja publik terhadap PDB, maka investasi publik untuk pendidikan
tak sampai 4 persen—salah satu yang terendah di kawasan. Investasi publik
yang rendah juga terdapat pada sektor sanitasi dengan nilai belanja hanya

0,8 persen dari PDB. Persentase pendapatan pajak terhadap PDB dapat
menjelaskan angka-angka yang relatif rendah ini: rasio pajak terhadap PDB di
Indonesia adalah sekitar 13 persen. Keterbatasan investasi untuk barang publik
(pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, air, dan sanitasi) turut menjadi
hambatan besar dalam pembangunan sosial dan membuat Indonesia berisiko
masuk ke dalam perangkap negara berpendapatan menengah.

Dengan kata lain, janji dan komitmen pemerintah telah mencerminkan perhatian Janji dan komitmen

mendalam terhadap anak, namun sering kali tidak diimbangi dengan aksi nyata pemerintah mencerminkan
tuk mengubah janji menjadi kenyataan. Memperhatikan pelbagai isu yan perhatian yang besar terhadap

untu g ) J_ | | Y : P ) .p g yang anak, namun sering kali tidak

memengaruhi kehidupan anak dan pemuda, Indonesia terlihat telah mengerahkan  diimbangi dengan aksi nyata

upaya besar, akan tetapi terdapat celah-celah penting yang masih perlu diisi. Jika untuk mengubahnya menjadi

celah-celah ini dapat diatasi, maka Indonesia akan mampu menjawab kebutuhan kenyataan.

semua anak dan menuai potensi bonus demografi yang akan menguntungkan

pertumbuhan dan pembangunan Indonesia di masa depan.
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KEMISKINAN DAN
KETIMPANGAN PADA
ANAK-ANAK INDONESIA:

TANTANGAN MULTIDIMENSI

Kemiskinan adalah penyebab dari hampir semua tantangan yang dihadapi

anak di Indonesia—kondisi kesehatan, kesempatan bersekolah, keadaan

aman dari kekerasan dan paparan polutan berbahaya, dan masih banyak lagi.
Pemerintah Indonesia memahami semua tantangan ini; berbagai kebijakan

untuk mengatasinya pun senantiasa diprioritaskan. Patut diketahui bahwa hasil-
hasil signifikan telah dicapai, seperti dapat dilihat dari tren positif penurunan
kemiskinan sejak krisis keuangan di Asia. Antara tahun 2010 dan 2018, persentase
populasi miskin di Indonesia turun dari 13,3 persen menjadi 9,82 persen. Jutaan
orang, termasuk anak-anak, berhasil diangkat keluar dari kemiskinan.®

Kemiskinan anak dan ketidaksetaraan di
Indonesia: pandangan yang lebih luas

Jika diukur hanya berdasarkan pendapatan, tren penurunan kemiskinan di
Indonesia menunjukkan arah yang positif sejak krisis keuangan di Asia. Namun,
jika kemiskinan anak diukur tidak hanya berdasarkan besar pendapatan keluarga,
tetapi juga semua aspek kehidupan yang terdampak—angka bertahan hidup
anak, peluang pendidikan, gizi, keamanan, dan lain-lain—maka diperkirakan
terdapat 90 persen anak, khususnya anak dan remaja perempuan, yang
pernah mengalami suatu bentuk kemiskinan dalam hidupnya. Pada tahun
2019, Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menyatakan
bahwa perempuan “lebih miskin dalam seluruh siklus kehidupan dan berada
dalam posisi yang dirugikan di sekolah dan, khususnya, dunia kerja”* Peringkat
Indonesia dalam indeks global mengenai keadilan gender pun rendah.

Tingkat kemiskinan
nasional turun

15, 13,3%

9,8%
10

Persen

5

0
2010 2018

Diperkirakan bahwa 90 persen
anak, terutama anak dan
remaja perempuan, pernah
mengalami suatu bentuk
kemiskinan selama hidupnya.
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Kemiskinan anak memiliki beragam bentuk
Proporsi anak yang mengalami deprivasi di setiap dimensi kesejahteraan anak

Listrik dan Air
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Tempat tinggal
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Sumber: Perhitungan UNICEF berdasarkan Susenas 2016

Pada tahun 2014, konsumsi
10% rumah tangga terkaya
setara dengan konsumsi total
54% rumah tangga termiskin.

Jumlah anak yang hidup
dalam kemiskinan lebih tinggi
dibandingkan orang dewasa
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B 2.0

Angka
Kemiskinan
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Meskipun kemiskinan di Indonesia secara umum menurun dalam dasawarsa
terakhir, ketimpangan justru menajam. Seperti di banyak negara lain, struktur
ekonomi cenderung menguntungkan kelompok sejahtera sehingga kelompok
miskin tertinggal. Pada 2014, konsumsi 10 persen rumah tangga terkaya setara
dengan konsumsi total 54 persen rumah tangga termiskin. Anak adalah
kelompok yang paling terdampak kemiskinan dibandingkan populasi lainnya,
karena mereka menyumbang 40 persen populasi rumah tangga miskin.®

Kemiskinan dari segi pendapatan

Menurut data tahun 2018, sekitar 12 persen anak Indonesia hidup di bawah
garis kemiskinan dibandingkan dengan hanya 9,8 persen populasi miskin secara
umum. Kemiskinan dari segi pendapatan paling banyak dialami anak-anak usia
lebih muda dan secara bertahap menurun seiring anak bertambah usia.®

Perlu disampaikan bahwa proporsi anak Indonesia yang rentan mengalami
kemiskinan sangat besar, mengingat banyak keluarga yang pendapatannya hanya
sedikit di atas garis kemiskinan resmi. Dari segi pendapatan, sepertiga anak
dapat dikatakan ‘miskin ekstrem’ (tahun 2016, sekitar 7 persen hidup dengan
pengeluaran kurang dari US$1,90) atau ‘miskin sedang’ (26 persen hidup
dengan pengeluaran antara US$1,90-US$3,1).” Perlu diperhatikan bahwa
kemiskinan dari segi pendapatan tidak bersifat tetap ataupun stabil—termasuk
bagi anak dan keluarga yang pendapatannya sudah membaik untuk sementara
waktu. Banyak anak Indonesia yang mengalami kemiskinan selama periode
waktu tertentu dan keberadaan mereka bisa jadi tidak terungkap dalam data
agregat. Sebagai contoh: antara tahun 2011 dan 2015, 26 persen anak
mengalami minimal satu tahun hidup di bawah garis kemiskinan nasional, atau
dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan angka tahun 2016.%

Semua hal di atas berimplikasi penting terhadap penyediaan perlindungan sosial
bagi anak dan keluarga mereka. Sebanyak satu dari empat anak berada dalam
kondisi rentan terhadap kemiskinan dan tidak sedikit anak dan keluarga yang
mengalami kecenderungan masuk ke dan keluar dari kemiskinan. Menimbang
kenyataan ini, penargetan penerima bantuan sosial tidak dapat dilakukan hanya
berdasarkan kemiskinan dari segi pendapatan. Pendekatan universal yang bertujuan
membantu memenuhi kebutuhan dasar anak boleh jadi lebih efektif dan praktis.
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Satu dari empat anak ’ ’ , ’

rentan mengalami
kemiskinan

i R * ) 8

Kemiskinan anak yang multidimensi

Apabila definisi kemiskinan anak diperluas, sehingga tidak hanya memperhitungkan 9 dari 10 anak terdampak
pendapatan rumah tangga (kemiskinan dari segi pendapatan) tetapi juga mencakup ~ kemiskinan dalam hal

keseluruhan situasi yang melingkupi kehidupan seorang anak, maka angka anak di * makanan dan gizi
Indonesia yang mengalami kemiskinan akan meningkat. Sebagai contoh, jika hal-hal : kese;g.t:n

seperti akses kepada makanan dan gizi, layanan kesehatan, layanan pendidikan, . ff:]a'h' an
rumah, air dan sanitasi, dan perlindungan anak disertakan di dalam definisi o air

kemiskinan, maka akan didapati bahwa sembilan dari sepuluh anak Indonesia e sanitasi
terdampak kemiskinan pada satu atau lebih dimensi kunci kesejahteraan anak.® e perlindungan anak

Dari seluruh anak Indonesia, lebih dari separuhnya mengalami minimal dua
bentuk deprivasi “nonmoneter”—termasuk anak yang tidak berasal dari rumah
tangga dengan tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan nasional.™

Dengan demikian, meskipun kemiskinan dari segi pendapatan telah berhasil
diturunkan, namun dibutuhkan pula pertimbangan menyeluruh terhadap
semua aspek kehidupan anak. Kebijakan dan pendekatan kebijakan pun perlu
mengambil sudut pandang yang lebih luas terhadap deprivasi yang dialami
anak dan keluarga (yaitu, sebagai contoh, akses kepada makanan, pendidikan,
layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lain).

Ketimpangan antara kota dan desa

Situasi kemiskinan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dimensi spasial, Tingkat kemiskinan di
dengan perbedaan signifikan antara kawasan perkotaan dan perdesaan. perdesaan lebih tinggi
Pertama, tingkat kemiskinan di kawasan perdesaan lebih tinggi dibandingkan 15, 13%

perkotaan: kemiskinan di perdesaan berdampak terhadap 13 persen rumah

tangga, dibandingkan dengan 7 persen di kawasan perkotaan." Kedua, laju 10

penurunan kemiskinan di kawasan perkotaan lebih cepat dibandingkan di g 7%
kawasan perdesaan. Ketiga, kemiskinan di kawasan perdesaan lebih berat & 5

dibandingkan di perkotaan. Artinya, dibandingkan di perkotaan, anak yang

berada di perdesaan jauh lebih berisiko mengalami tidak hanya kemiskinan dari 0 — -
segi pendapatan, tetapi juga berbagai bentuk deprivasi: kekurangan sarana 'éiT&Z';'anaan” Kemiskinan

sanitasi, imunisasi tidak lengkap, tidak memiliki jaminan kesehatan, gizi tidak
sesuai, kekurangan kesempatan mendapatkan pendidikan dasar, kelahiran tidak
tercatat, kondisi hunian tidak layak, dan lain-lain.
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22% populasi perkotaan
Indonesia tinggal di
wilayah kumuh.

Wilayah dengan angka
kemiskinan anak tertinggi
dan terendah

Papua

0,
DKI Jakarta 35%
6%

Kemiskinan anak di perkotaan: isu yang
masih signifikan

Meskipun kondisi kemiskinan di kota-kota Indonesia tidak seberat yang dialami
wilayah perdesaan, tingkat kemiskinan urban di Indonesia masih merupakan salah
satu yang tertinggi di Asia Timur dan Pasifik.’” Antara 31 dan 41 persen anak miskin
di Indonesia tinggal di perkotaan. Tingkat ketimpangan di perkotaan pun cenderung
lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (koefisien Gini 0,40 dibandingkan 0,32).'
Urbanisasi yang pesat meningkatkan kepadatan penduduk di kota dan menciptakan
tantangan berat terhadap infrastruktur seperti sanitasi, mutu udara, dan transportasi.

Tren menunjukkan bahwa kemiskinan perdesaan berpindah ke perkotaan,
wilayah yang membutuhkan investasi besarbesaran untuk infrastruktur.
Kebutuhan ini menciptakan tuntutan lebih tinggi terhadap dana publik yang perlu
dikerahkan untuk menyediakan layanan dasar bagi anak, seperti kesehatan dan
pengelolaan lumpur tinja. Data tahun 2014 mengindikasikan bahwa hampir

22 persen populasi perkotaan Indonesia tinggal di wilayah kumuh.™ Anak yang
menghuni permukiman informal sering kali memiliki akses terbatas kepada
layanan dasar dan lebih berisiko terpapar kotoran manusia di lingkungannya.

Faktor penting lain berdampak terhadap
kemiskinan dan ketimpangan yang dialami anak

Terdapat faktor lain yang mempertajam ketimpangan pada kelompok anak,
seperti kesenjangan antarprovinsi yang signifikan. Angka kemiskinan di DKI
Jakarta, misalnya, adalah yang terendah (3,8 persen), sementara kemiskinan di
Papua jauh lebih tinggi (27,8 persen).'®* Tidak mengejutkan bahwa kemiskinan
anak mencerminkan kesenjangan antardaerah ini. Di DKI Jakarta, hanya

enam persen anak yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional; di Papua,
kemiskinan dialami 35 persen anak.'® Provinsi di kawasan timur Indonesia lebih
terdampak kemiskinan dibandingkan kawasan barat dan tengah: secara rata-
rata, angka kemiskinan di lima provinsi termiskin di kawasan timur adalah 18
persen lebih tinggi dibandingkan di lima provinsi terkaya di Indonesia."’

Angka kemiskinan anak menurut provinsi, 2018
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Hampir separuh anak yang hidup dalam kemiskinan tersebar di empat provinsi terpadat
Sebaran anak yang hidup di bawah garis kemiskinan menurut provinsi, dalam persen

Sulawesi Tengah
2

Sumatra Utara
7

Sumatra Barat
2

Jawa Barat
14

Kalimantan Barat
2

Nusa Tenggara Timur
6

Jakarta
2

Sumatra Selatan
3

Sulawesi Tenggara

Yogyakarta

1
Java Timur

13

Bengkulu
1

Jambi
Lampung L
4

Papua Barat
1

Kalimantan Timur
1

Sulawesi Utara
1

Gorontalo
1

Kalimantan Selatan
1

Sulawesi Selatan Nusa Tenggara Barat
3 ]

Sulawesi Barat
1
Jawa Tengah
13

Kepulauan Riau
1

Bali
1

Kalimantan Tengah

A. Kalimantan Utara
B. Kepulauan Bangka Belitung

C. Maluku Utara
Sumber: Susenas 2018
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Angka anak miskin yang
berasal dari keluarga dengan
kepala keluarga perempuan
lebih tinggi dibandingkan anak
miskin dari keluarga dengan
kepala keluarga laki-laki

Kemiskinan pada usia dini
dan kemiskinan remaja
adalah dua faktor yang
sangat berpengaruh dalam
melanggengkan perangkap
kemiskinan

Anak dengan disabilitas lebih
terdampak oleh kemiskinan

Pemerintah Indonesia telah
merancang sistem
perlindungan sosial yang
komprehensif, mencakup
semua warga negara, dan
menjawab kebutuhan
masyarakat di semua tahapan
siklus hdup
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Gender adalah faktor penting lain yang sangat erat kaitannya dengan kondisi
ketimpangan di Indonesia. Meskipun tingkat kemiskinan antara anak lelaki dan
perempuan tidak jauh berbeda, kemiskinan yang dialami anak dari keluarga
dengan kepala keluarga perempuan adalah 34 persen lebih tinggi dibandingkan
anak dari keluarga dengan kepala keluarga lelaki.” Tak jauh berbeda, anak dari
rumah tangga beranggota banyak atau dengan kepala keluarga yang pendidikan
formalnya terbatas juga secara khusus rentan terhadap kemiskinan, baik

dari segi pendapatan maupun kemiskinan multidimensi.’® Anak yang sumber
pendapatan keluarganya adalah bidang pertanian lebih rentan dibandingkan
anak lain secara umum, sementara anak dengan disabilitas adalah kelompok
yang paling terdampak oleh kemiskinan dan deprivasi. Faktorfaktor yang
memengaruhi kemiskinan anak amat penting untuk dipahami agar intervensi
yang efektif untuk melawan kemiskinan dan ketimpangan dapat dibuat.

Berfokus pada kemiskinan usia dini dan remaja sangat penting untuk dilakukan.
Kemiskinan pada usia dini membentuk fondasi yang memerangkap anak dalam
kondisi miskin dan kemiskinan semasa remaja melanggengkan perangkap
itu—membentuk dasar bagi pewarisan kemiskinan kepada generasi selanjutnya.
Agar kemiskinan semasa kanak-kanak dapat diatasi, dibutuhkan investasi untuk
layanan kesehatan primer dan pendidikan bagi keluarga yang bisa jadi tidak
mampu memastikan pertumbuhan anak hingga masa remaja.?® Agar kemiskinan
masa remaja dapat diatasi, diperlukan investasi untuk memungkinkan mobilitas
sosial dan ekonomi; remaja perlu didukung agar mereka dapat bertransisi
dengan baik ke masa dewasa awal.?’

Anak dengan disabilitas adalah kelompok yang paling terdampak oleh
kemiskinan dibandingkan populasi lain. Di Indonesia, angka kemiskinan

rumah tangga dengan penyandang disabilitas adalah 2,4 persen lebih tinggi
dibandingkan rumah tangga tanpa penyandang disabilitas.?” Biaya-biaya

terkait disabilitas memperbesar kemungkinan suatu keluarga jatuh ke dalam
kemiskinan sekaligus memperkecil peluang mereka keluar dari kondisi ini.?®
Anak dengan disabilitas juga harus menghadapi stigma yang mengakibatkan
perlakuan diskriminatif terhadap mereka dan ketidaksetaraan dalam pelayanan
publik (mis. akses kepada pendidikan dan layanan kesehatan).?

Mempertimbangkan semua faktor di atas, kebijakan jangka panjang yang cerdas
amat penting dirumuskan, yaitu kebijakan yang mampu menurunkan kemiskinan
anak dalam berbagai bentuknya sehingga Indonesia akan dapat memetik
manfaat penuh dari dividen demografis.

Komitmen dan rencana Pemerintah
Indonesia untuk mengatasi kemiskinan
dan ketimpangan

Instansi nasional dan daerah Pemerintah Indonesia telah sejak lama menyadari
pentingnya memperhatikan masalah kemiskinan dan ketimpangan serta

telah mengambil berbagai tindakan untuk merespons isu-isu ini. Rencana
pembangunan jangka panjang nasional (2005-2025), yang diterbitkan tahun
2005, mencantumkan serangkaian inisiatif penanggulangan kemiskinan dengan
target mempersempit kesenjangan antardaerah dan kelompok pendapatan
melalui sistem perlindungan sosial komprehensif yang mencakup setiap warga
negara Indonesia sejak lahir dan sepanjang hayat.

Dalam rencana jangka pendek menengah yang keempat (2020-2024),
pemerintah menyebutkan komitmen untuk menurunkan ketimpangan dengan
berfokus pada “penurunan angka kemiskinan, jaminan sosial yang adil dan
merata, keberlanjutan lingkungan, dan perbaikan tata kelola”?* RPJMN ini
menyebutkan tujuan-tujuan luas untuk peningkatan efektivitas program dengan



2. KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PADA ANAK-ANAK INDONESIA: TANTANGAN MULTIDIMENSI

menggunakan pendekatan seperti bantuan tunai bersyarat atau bantuan gizi
untuk keluarga dengan anak, penyandang disabilitas, dan lansia.

Pada awal masa kepemimpinannya yang kedua (2019-2024), Presiden Joko
Widodo menguraikan visinya yang memprioritaskan penanggulangan kemiskinan
dan ketimpangan, yaitu melalui: pengembangan/reformasi sistem jaminan sosial,
pembentukan dana desa untuk mengatasi kemiskinan di perdesaan, penguatan
pendapatan keluarga, dan promosi program pemberdayaan ekonomi perempuan.
6 Agar hasil-hasil nyata dapat dicapai demi anak-anak Indonesia, maka visi,
rencana, dan komitmen harus diubah menjadi program yang konkret.

Program bantuan sosial

Program bantuan sosial—jaring pengaman yang melindungi semua orang dari Program bantuan sosial yang

dampak terburuk kemiskinan—merupakan bagian penting dari setiap upaya Sa":t I'(”' adlfg' IndOI?etSéa _
L . . . P untuk anak berangkat dari

penurunan kemiskinan dan ke’umpangan. Pemerintah Indonesia pun memiliki pendekatan yang beragam.

serangkaian program bantuan sosial untuk mendukung anak dan keluarga

mereka yang dirancang dengan berbagai pendekatan:

® Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai kepada rumah
tangga termiskin—dengan syarat mereka harus mengakses layanan kesehatan
dan pendidikan tertentu.

* Beras Sejahtera (Rastra) memberikan subsidi beras setiap bulan kepada
rumah tangga yang berhak menerima.

e Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memberikan kartu tabungan kepada rumah
tangga penerima manfaat untuk membeli barang kebutuhan pokok (beras,
gula, telur) di toko penyalur bantuan.

® Program Indonesia Pintar (PIP) menyediakan bantuan pendidikan tunai kepada
anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin dan rentan.

* Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) menyediakan bantuan tunai
bersyarat (untuk pemenuhan kebutuhan dasar) dan memberikan intervensi
sosial (untuk meningkatkan kapasitas keluarga dan ketahanan anak) kepada
anak yang membutuhkan perlindungan khusus (anak jalanan, anak dengan
disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang terlantar).

e Program bantuan lain yang menargetkan kelompok penerima tertentu, seperti
etnis minoritas atau penyandang disabilitas berat.?’
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23 juta anak terdaftar di Basis
DataTerpadu, mekanisme
yang menentukan kelayakan
suatu rumah tangga sebagai
penerima bantuan sosial.

Perlindungan sosial untuk anak
terus meluas.

Keluarga penerima
manfaat tunai

2017 2018
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Kelayakan penerima manfaat dari semua program di atas ditentukan
menggunakan satu mekanisme, yaitu Basis Data Terpadu (BDT) yang
dikembangkan pada tahun 2005 sebagai mekanisme penargetan bantuan
sosial.?® Saat ini, terdapat sekitar 23 juta anak yang terdaftar di dalam BDT.
Kajian baru dari OECD melaporkan bahwa meskipun program-program di atas
berhasil menurunkan angka kemiskinan, tiap-tiap program memiliki kadar
efisiensi yang sangat berbeda-beda.

Salah satu program yang dianggap paling efektif menurunkan kemiskinan
adalah PKH. Program ini pun telah diperluas agar dapat mencakup lebih banyak
wilayah dan populasi miskin. Diperkirakan bahwa pada tahun 2020 Pemerintah
Indonesia akan menggabungkan PKH dengan PIP untuk memaksimalkan
cakupan. Kedua program itu, yang total sudah berjalan selama 12 tahun,
memberikan transfer tunai senilai antara Rp200.000 (US$13) dan Rp600.000
(US$40) kepada rumah tangga penerima manfaat.

Selain itu, perlindungan sosial untuk anak turut berkembang pada tingkat
daerah melalui inisiatif pemerintah setempat dengan dukungan dari UNICEF
dan mitra lain. Sebagai contoh adalah kabupaten/kota di Papua dan Aceh yang
meluncurkan program bantuan untuk anak dengan prinsip universal,
masing-masing pada Desember 2018 dan Oktober 2019. Program yang didanai
oleh pemerintah daerah ini memberikan transfer tunai kepada penerima
manfaat, yaitu anak usia 0-6 tahun di Aceh dan 0—4 tahun di Papua. Anak di
Kota Sabang (Aceh) menerima sekitar Rp150.000 (US$10) per bulan; sementara
itu, di Kabupaten Lanny Jaya, Paniai, dan Asmat (Papua), anak menerima
Rp200.000 (US$14) per bulan.

Pada tahun 2018, sekitar 21,3 persen anak di Indonesia menerima manfaat tunai
untuk anak maupun keluarganya secara teratur—angka ini naik signifikan dari
173 persen pada tahun 2017.%°

Akan tetapi, kemungkinan anak di perkotaan menerima manfaat tunai secara
teratur jauh lebih rendah dibandingkan anak di perdesaan (15,8 persen
dibandingkan 274 persen), dan masih banyak anak yang membutuhkan
bantuan, tetapi belum terjangkau. Anak dengan disabilitas memiliki akses
sangat terbatas kepada program bantuan sosial; hanya sekitar 1 persen
penyandang disabilitas yang dapat mengakses program yang memang
dirancang untuk membantu mereka.*°

Dapat disimpulkan bahwa masih terdapat begitu banyak anak yang terdampak
oleh kemiskinan di Indonesia—terlebih jika aspek selain pendapatan turut
diperhitungkan. Pelbagai komitmen penting untuk mengatasi masalah ini telah
dibuat oleh pemerintah Indonesia dari masa ke masa dan kemajuan besar
telah dicapai melalui program dan prakarsa yang disebutkan pada bagian

ini. Kini, dibutuhkan dua langkah penting untuk memperbaiki jangkauan dan
mempertajam efektivitas program: (i) evaluasi dalam rangka perbaikan dan

(ii) perluasan cakupan untuk sedapat mungkin memaksimalkan dampak
program terhadap anak-anak di Indonesia.
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KESEHATAN ANAK
DAN REMAJA

Hak untuk bertahan hidup dan bertumbuh kembang adalah hak paling mendasar
dan penting bagi seorang anak. Pada bidang ini pun, Indonesia dapat
menunjukkan kemajuannya, seperti angka kelahiran di fasilitas kesehatan dibantu
tenaga terlatih yang tinggi, kenaikan layanan prenatal dan pasca-kelahiran, dan
penurunan angka kematian balita hingga setengah dari sebelumnya. Namun
demikian, ada pula tantangan penting yang masih harus diatasi.

Kematian lbu

Indonesia telah meraih banyak kemajuan dalam menurunkan angka kematian
perempuan saat melahirkan. Pada tahun 1991, angka kematian ibu (AKI)
mencapai 390 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2015, angka ini telah
turun menjadi 305; masih jauh lebih tinggi dibandingkan target SDGs sebesar 70
kematian per 100.000 kelahiran. Dibandingkan negara lain yang serupa, Indonesia
masih tertinggal dan penurunan AKI masih merupakan prioritas tinggi.®' Hal ini
khususnya tampak dari kesenjangan AKl yang signifikan antardaerah. Laporan
tahun 2014 menyebutkan bahwa AKI tertinggi dijumpai di daerah-daerah Papua
Barat, Papua, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Maluku.*

Lebih dari 90 persen persalinan di Indonesia berlangsung dengan didampingi
tenaga terlatih dan tiga perempatnya dilakukan di fasilitas kesehatan. Namun,
angka ini jauh lebih rendah di perdesaan dan di wilayah termiskin Indonesia.**
Masalah ini juga lebih akut dialami ibu berusia sangat muda. Kemungkinan
perempuan berusia di bawah 20 tahun melahirkan dengan didampingi tenaga
terlatih jauh lebih kecil dan bayi mereka berisiko hampir dua kali lebih tinggi
mengalami kematian tak lama setelah dilahirkan.** Kemajuan yang baru-baru ini
dicapai dalam hal akses kepada penyedia dan fasilitas kesehatan nyatanya belum
dapat memangkas AKI Indonesia yang tinggi—hal ini berarti pembenahan perlu
berfokus tidak hanya pada akses, tetapi juga mutu perawatan.

Angkat kematian ibu (AKI)
masih terlalu tinggi.

AKI per 100.000 kelahiran hidup

(SUPAS)
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Perbaikan AKI perlu berfokus
tidak hanya pada akses, tetapi
juga mutu layanan kesehatan.

TREN, PELUANG, DAN TANTANGAN DALAM MEMENUHI HAK-HAK ANAK _



3. KESEHATAN ANAK DAN REMAJA

Angka kematian anak menurun
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Nyaris 80% kematian
neonatal terjadi pada pekan
pertama kehidupan.

Kemajuan besar telah dicapai
dalam hal penurunan angka
kematian bayi dan balita.

Diare dan pneumonia
adalah dua penyebab utama
kematian anak balita.
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Kematian neonatal, bayi, dan anak

Catatan kinerja Indonesia dalam hal kematian anak bervariasi. Kemajuan
terendah terdapat pada kematian neonatal (kematian dalam 28 hari pertama
setelah kelahiran). Pada tahun 2017 Indonesia melaporkan angka kematian
neonatal sebesar 15 per 1.000 kelahiran hidup; turun dari 19 per 1.000 kelahiran
hidup pada tahun 2012 (target SDGs: 12). Separuh kasus kematian ini dialami
bayi baru lahir dan nyaris 80 persen terjadi dalam pekan pertama kehidupan.

Diperkirakan bahwa setiap tahun terjadi kematian 91.000 anak baru lahir di
Indonesia—utamanya karena sebab yang bisa dicegah, khususnya sepsis
(komplikasi akibat infeksi).*® Ketiadaan sumber air mengalir, sarana cuci tangan,
dan jamban di sebagian besar pos kesehatan dan klinik persalinan menunjukkan
bahwa angka kematian neonatal yang sulit diturunkan boleh jadi sangat erat
berkaitan dengan kekurangan sarana kebersihan dasar. Sekali lagi, angka kematian
ibu dan bayi baru lahir yang tinggi di Indonesia menunjukkan ada permasalahan
serius dengan mutu perawatan yang diterima para ibu dan bayinya.

Lepas dari angka kematian neonatal dan jika melihat mortalitas anak secara
keseluruhan, Indonesia telah mencapai kemajuan penting. Angka kematian bayi
(kematian yang dialami anak berusia bawah satu tahun) turun dari 68 per 1.000
anak pada tahun 1990 menjadi 24 per 1.000 anak pada tahun 2017 atau lebih
dari separuh. Selain itu, angka kematian balita turun dari 97 kematian per 1.000
kelahiran hidup menjadi hanya 32 per 1.000 kelahiran hidup. Perbaikan yang
signifikan ini dapat dikaitkan dengan keberhasilan berbagai inisiatif, termasuk
program imunisasi, upaya kesehatan berbasis masyarakat, dan perbaikan sarana
air, sanitasi, dan kebersihan (water, sanitation, dan hygiene, atau WASH).=¢

Namun, serupa dengan bidang-bidang lain, pencapaian di bidang ini tidak luput
dari kesenjangan dan ketimpangan geografis yang signifikan. Angka kematian
bayi yang tertinggi ada pada 20 persen populasi termiskin dan tiga kali lebih
besar dibandingkan 20 persen populasi terkaya. Angka kematian bayi tertinggi
juga ditemukan di wilayah perdesaan dan kelompok ibu muda.?” Diare dan
pneumonia masih merupakan penyebab utama kematian anak balita
(masing-masing menyumbang 25 persen dan 16 persen angka kematian).
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Ketimpangan kematian neonatal dan bayi antarprovinsi
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Tingkat cakupan imunisasi
membaik secara umum,

tetapi masih sangat
mengkhawatirkan di kelompok
rumah tangga termiskin.

Prevalensi malaria di kawasan
timur Indonesia masih tinggi.
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Kesehatan anak dan remaja

Kemajuan Indonesia dalam memperbaiki kondisi kesehatan anak, remaja,

dan ibu amat ditunjang oleh akses masyarakat yang lebih baik kepada layanan
kesehatan dan beragam program yang bertujuan menekan angka penyakit
pada anak. Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dan nyata (yang terbaru
adalah melalui RPJMN 2020-2024) untuk memperbaiki akses kepada layanan
kesehatan melalui cakupan kesehatan universal dan langkah pencegahan yang
bertujuan mempromosikan gaya hidup sehat kepada anak dan remaja. Akan
tetapi, terdapat celah dan tantangan penting yang perlu diatasi, seperti cakupan
imunisasi dan penanggulangan penyakit tidak menular.

Imunisasi

Satu dari sedikit cara yang masih dianggap paling mendasar untuk mencegah
kematian anak adalah imunisasi universal. Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia telah mengadopsi dan melaksanakan program imunisasi rutin versi
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sejak tahun 1977 dan kini imunisasi
bersifat wajib untuk semua anak di Indonesia.** Namun demikian, jumlah anak
yang tidak diimunisasi—sama sekali atau hanya sebagian—tetap tinggi dan
terdapat ketimpangan mendalam baik secara geografis maupun status sosial
ekonomi. Akibatnya, angka anak Indonesia yang tidak menerima imunisasi
adalah keempat tertinggi di dunia. Setiap tahun, penyakit yang seharusnya dapat
dicegah dengan imunisasi menyebabkan 1,5 juta anak mengalami kematian
yang tidak perlu terjadi.

Menurut data pemerintah, proporsi anak satu tahun yang menerima imunisasi
lengkap telah naik dalam tahun-tahun terakhir, yaitu dari 59 persen pada

2007 ke 65 persen pada tahun 2017%° Akan tetapi, sebagaimana terlihat

pada aspek-aspek lain sektor kesehatan di Indonesia, angka imunisasi pada
kelompok rumah tangga miskin secara khusus rendah (39,5 persen) dan variasi
antarprovinsi signifikan.*'

Penyakit tidak menular

Saat ini, Indonesia menghadapi serangkaian penyakit tidak menular yang secara
khusus berbahaya bagi anak dan janin, termasuk: tuberkulosis, malaria, demam
berdarah, tifus, HIV, dan beragam jenis diare. Tiap-tiap penyakit merupakan
ancaman bagi keberlangsungan hidup dan dapat menimbulkan kerugian jangka
panjang, mulai dari gangguan belajar hingga kerusakan otak.

Indonesia telah meraih pencapaian yang baik dalam hal penurunan dan
penghapusan malaria; lebih dari separuh kabupaten/kota sudah dinyatakan bebas
malaria. Namun, prevalensi malaria di kawasan timur (Papua, Papua Barat, dan
khususnya sebagian Nusa Tenggara Timur) masih tinggi. Sebuah keputusan
menteriyang diterbitkan tahun 2009 menyatakan komitmen Indonesia untuk
menghapus malaria secara penuh pada tahun 2030.

Terdapat sekitar 630.000 orang yang hidup dengan HIV di Indonesia, 14.000 di
antaranya adalah anak berusia di bawah 15 tahun. Meskipun angka penularan
HIV secara umum turun, angka kasus baru pada kelompok remaja usia 15-19
tahun naik pada periode antara 2011 dan 2015—walaupun stabil dalam beberapa
tahun terakhir. Penularan HIV dari ibu ke anak masih merupakan isu penting.
Pada tahun 2018, hanya 1.536 (12,8 persen) dari perkiraan 12.000 orang ibu
yang hidup dengan HIV di Indonesia yang menerima terapi antiretroviral untuk
mencegah penularan kepada janin.*?
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Tantangan kesehatan lingkungan

Pencemaran udara adalah satu dari tiga faktor risiko utama kematian anak di Pembakaran bahan bakar
Indonesia. Pada anak, efek polusi udara lebih signifikan karena paru-paru mereka ~ Padat membuat anak

. . . . yang tinggal di wilayah
masih berkembang hingga usia 12 tahun dan anak membutuhkan oksigen berpendapatan rendah

dua kali lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Selain itu, anak cenderung terpapar pencemaran
menghabiskan waktu lebih lama di luar ruangan untuk melakukan kegiatan fisik udara dalam kadar yang
dibandingkan orang dewasa, sehingga lebih banyak pula menghirup udara yang membahayakan kesehatan.
tercemar.*

Pencemaran udara berkontribusi kepada berat badan rendah saat lahir,
hambatan pertumbuhan, dan penyakit pernapasan pada anak, serta faktor risiko
utama bagi anak balita di Indonesia. Angka kematian telah turun signifikan sejak
1990 (khususnya kematian bayi), namun masih terhitung tinggi. Banyak hal
berkontribusi kepada pencemaran udara di Indonesia, seperti pembangkitan
listrik bertenaga batu bara, emisi kendaraan bermotor, dan pembakaran

hutan. Selain itu, pembakaran bahan bakar padat oleh rumah tangga
berpendapatan rendah mengakibatkan anak-anak termiskin Indonesia terpapar
pencemaran udara dengan kadar 20 kali lebih tinggi dibandingkan batasan yang
direkomendasikan WHO.

Akses kepada layanan kesehatan reproduksi

Menurut data tahun 2017, 68 persen perempuan menyatakan dapat mengakses 68% perempuan melaporkan
metode kontrasepsi modern sesuai kebutuhan. Hal ini berarti Indonesia masih bisa mengakses metode
harus memacu kemajuannya agar dapat mewujudkan target akses universal kontrasepsi modern.
menurut SDGs pada tahun 2030. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir,

kemajuan dalam penurunan angka kehamilan remaja mengalami stagnasi

dengan angka di kawasan perdesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan.

Laporan baru dari Bank Dunia memperkirakan bahwa 473 dari setiap 1.000

remaja perempuan pernah melahirkan. Angka ini sedikit lebih tinggi dari rata-rata

dunia sebesar 44 dan belum berubah signifikan sejak pertengahan 1990-an.
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Remaja lelaki (usia 15-19)
menyatakan

Mengonsumsi

tembakau - 55,3%

setiap hari

Mengonsumsi

tembakau l 15,5%

sesekali

Program jaminan kesehatan
nasional Indonesia telah
mencakup tiga perempat
populasi
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Penyalahgunaan zat

Penyalahgunaan zat—khususnya dalam bentuk merokok dan konsumsi
alkohol—adalah masalah yang meluas di kalangan remaja Indonesia, terutama
lelaki. Lebih dari separuh (55,3 persen) remaja lelaki usia 15-19 menyatakan
mereka mengonsumsi tembakau setiap hari dan 15,5 persen mengonsumsinya
sesekali.** Konsumsi tembakau juga lebih tinggi di kalangan perdesaan
dibandingkan perkotaan. Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa
langkah untuk mengatasi penyalahgunaan zat di kalangan remaja, antara lain
dengan menetapkan wilayah bebas rokok di sekolah-sekolah, tempat kerja, dan
area publik.

Kesehatan jiwa

Hasil survei terbaru terhadap anak sekolah usia 13—17 tahun di Indonesia
menyoroti kesehatan jiwa sebagai isu utama yang dirasakan remaja. Lebih

dari 5 persen murid yang mengikuti survei menyatakan pernah secara serius
mempertimbangkan bunuh diri dalam 12 bulan terakhir, dengan angka murid
perempuan lebih tinggi dibandingkan murid lelaki. Pikiran melakukan bunuh diri
pun tampaknya paling sering terjadi di kalangan murid SMA (usia 16-17).%°

Kebijakan utama untuk merespons tantangan

Dalam sepuluh tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa
langkah reformasi terhadap sistem kesehatan nasional. Visi presiden mencakup
penguatan mutu pelayanan dengan fokus pada pemerataan akses kepada
pelayanan berkualitas dan menyediakan pelayanan yang sama kepada kelompok
miskin di Indonesia. Pada tahun 2014, Indonesia meluncurkan program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) yang menyatukan beberapa sistem terpisah. JKN
adalah sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia dengan mekanisme
pembayaran tunggal dan melayani 222 juta orang (tiga perempat dari penduduk
Indonesia, termasuk 96 juta warga miskin dan hampir miskin).*® Hampir 70
persen peserta JKN merupakan penerima bantuan iuran, yaitu subsidi yang
diberikan melalui pemerintah pusat dan daerah, sehingga membebani JKN dari
sisi keberlanjutan finansial.*’

Data menunjukkan bahwa penerapan JKN berdampak positif terhadap capaian
di bidang kesehatan ibu dan kesehatan dan gizi anak, serta efektif menurunkan
biaya kesehatan yang dibayarkan sendiri oleh pasien.

Upaya pencegahan penyakit senantiasa merupakan komponen kunci dari
kebijakan pemerintah. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2016 dengan
jelas menetapkan tanggung jawab badan berwenang di bawah pemerintah
pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berkaitan dengan standar pelayanan
minimal bidang kesehatan, dengan pencegahan sebagai elemen penting.
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GIZI ANAK DAN REMAJA

Giziyang berkualitas adalah penentu keberlangsungan hidup, kesehatan,

dan pertumbuhan anak. Anak yang bergizi baik dapat bertumbuh dan belajar,
berpartisipasi dan bermanfaat bagi masyarakat, dan mampu bertahan saat
menghadapi tantangan penyakit, bencana alam, dan bentuk lain dari krisis
global. Gizi anak juga merupakan prioritas kunci di Indonesia dan bagian dari
komitmen SDGs pemerintah untuk menanggulangi permasalahan gizi seperti
berat badan lahir rendah dan stunting. Pada bidang ini pun, meskipun berbagai
pencapaian besar telah diraih, masih ada kerja-kerja penting yang perlu
dilaksanakan.

Gizi rendah: stunting, wasting, berat badan
kurang, dan anemia

Kekurangan gizi pada anak adalah masalah signifikan di Indonesia; kondisi
stunting, berat badan rendah, dan anak sangat kurus (wasting) terus
memengaruhi anak usia balita. Stunting mencerminkan kekurangan gizi
kronis dan dapat menimbulkan dampak jangka panjang, antara lain hambatan

pertumbuhan, penurunan kemampuan kognitif dan mental, kerentanan terhadap

penyakit, produktivitas ekonomi rendah, dan kualitas hasil reproduksi rendah.
Wasting adalah hasil dari kekurangan gizi akut dan frekuensi sakit yang tinggi
pada anak; kondisi ini meningkatkan risiko kematian anak secara signifikan.

Stunting dan wasting terjadi karena anak tidak mendapatkan gizi layak ataupun

sesuai pada semua tahapan hidupnya. Kondisi ini dapat berimplikasi signifikan
terhadap kesehatan dan keberlangsungan hidup anak dalam jangka panjang
serta produktivitas ekonomi Indonesia dan kemampuan bangsa ini mencapai
target pembangunan nasional dan internasionalnya.

Angka stunting, anak dengan
berat badan rendah, dan anak
kurus secara terus menerus
tinggi pada kelompok anak
berusia bawah lima tahun.
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Malnutrisi pada kelompok balita
Indonesia menduduki peringkat kelima dan keempat tertinggi dunia untuk angka wasting dan stunting

Rata-rata prevalensi nasional
(persen)

30,8%

10,2%

8,0%

Stunting Wasting Berat ba_dan
berlebih

Sumber: RISKESDAS 2018

Sekitar 1 dari tiap 3 balita
mengalami stunting.

Angka prevalensi anemia
yang tertinggi terdapat pada
kelompok ibu mengandung
usia muda.

Persentase ibu mengalami
anemia menurut kelompok
usia, 2018
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88,4% P <24«
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Riset tahun 2018 di Indonesia menemukan bahwa 29,9 persen anak di bawah
usia 24 bulan mengalami bentuk-bentuk stunting. Angka ini lebih rendah dari
tahun sebelumnya, tetapi masih di atas rata-rata kawasan (22 persen). Riset
yang sama menemukan bahwa 30,8 persen anak balita mengalami stunting—
turun dari tingkat prevalensi 37 persen yang diperkirakan pada tahun 2013.%8
Angka stunting bervariasi signifikan antardaerah; prevalensi stuntingyang
paling tinggi terdapat di kawasan barat dan paling timur Indonesia serta lebih
meluas di perdesaan dibandingkan perkotaan. Riset lanjutan menemukan
bahwa angka stunting bahkan mencapai 42 persen di beberapa wilayah.*®

Angka kejadian wasting pada anak di Indonesia, yang secara signifikan
meningkatkan risiko kematian dan sakit, adalah keempat tertinggi di dunia®®
dan berdampak pada lebih dari 10 persen anak usia balita (lebih dari 2 juta
anak).®" Wasting lebih banyak ditemukan di wilayah perdesaan.

Anemia biasanya diakibatkan oleh kekurangan mikronutrien dan memengaruhi
anak, remaja, dan perempuan usia subur dalam proporsiyang signifikan. Data
global mengindikasikan bahwa anemia pada ibu yang sedang mengandung
meningkatkan risiko kematian ibu dan mengarah pada hasil persalinan yang
negatif, seperti kelahiran prematur dan bayi dengan berat lahir rendah. lbu
yang mengalami anemia juga lebih mungkin memiliki anak dengan kondisi
sama. Pada tahun 2018, anemia memengaruhi 48,9 persen ibu mengandung
di Indonesia dan angka ini masih terus bertambah.®

Data mengenai anemia pada anak di Indonesia masih terbatas. Riset
Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2018 menyatakan bahwa lebih dari

38 persen anak balita mengalami anemia. Sebuah penelitian tahun 2014
menunjukkan angka ini bisa jadi lebih tinggi: 60 persen pada kelompok anak
usia 6-35 bulan dan 80 persen pada anak usia 6-11 bulan. Ketiadaan data
terbaru mengenai level vitamin A dan defisiensi yodium pada anak membuat
kemajuan nasional pada aspek ini sulit dilacak.
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Kesenjangan angka stunting antarprovinsi masih tinggi
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Pemberian makanan kepada bayi dan balita

WHO merekomendasikan pemberian ASI secara eksklusif kepada bayi selama
enam bulan pertama kehidupan untuk memastikan pertumbuhan dan kesehatan
bayi yang optimal. Pada saat ini di Indonesia, 52 persen bayi berusia di bawah
enam bulan menerima ASI eksklusif; suatu capaian yang menempatkan
Indonesia di atas target WWHO (50 persen pada 2025) dan target pemerintah di
dalam RPJMN.

Namun, hanya separuh ibu yang melanjutkan pemberian ASI menjadi total 24 bulan
sebagaimana dianjurkan oleh WHO.* Artinya, hampir separuh dari seluruh anak
Indonesia tidak menerima asupan gizi yang dibutuhkan selama dua tahun pertama
kehidupan. Pemberian makanan dengan botol meningkatkan risiko penyakit karena
botol sulit disterilkan dengan baik. Selain itu, makanan pendamping ASl yang
diberikan kepada anak sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan gizinya.

Kenaikan angka stunting pada kelompok usia enam bulan hingga dua tahun ASI eksklusif .
menunjukkan bahwa anak Indonesia tidak mendapatkan praktik pemberian 1 dari 2 bayi menerima ASI

. . . . . eksklusif selama 6 bulan
makan yang memadai dan makanan pendamping yang sesuai. Lebih dari 40 pertama kehidupan.
persen bayi diperkenalkan kepada makanan pendamping ASI terlalu dini
(sebelum mencapai enam bulan), bahan makanan yang dikonsumsi 40 persen Lebih dari 40% bayi menerima
anak usia 6-24 bulan tidak beragam seperti seharusnya, dan 28 persen anak (Ta!(a”a” pendamping terlalu
. : o ini (sebelum mencapai
tidak mendapatkan makanan dalam frekuensiyang cukup. Dengan demikian, 6 bulan).
semua anak ini mendapatkan kualitas asupan makanan yang rendah serta
mengalami kekurangan nutrien penting. Pemberian makanan yang benar untuk
bayi dan balita, disertai perawatan dan upaya pencegahan penyakit yang
memadai, bisa membantu anak bertumbuh kembang dan memenuhi potensinya
secara penuh sekaligus mencegah stunting dan keadaan kekurangan vitamin
dan mineral.
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Sekitar 10% bayi lahir dengan
berat badan rendah. Hal ini
mengindikasikan malnutrisi
pada ibu.

Kondisi berat badan berlebih
di kalangan remaja (15%)
utamanya disebabkan oleh
konsumsi makanan dan
minuman tidak sehat dalam
jumlah yang terlalu banyak.

Remaja Indonesia menanggung
tiga beban malnutrisi:

e Kurang gizi

e Berat badan berlebih

e Defisiensi mikronutrien.

m SITUASI ANAK DI INDONESIA

Gizi ibu

Status gizi ibu selama masa kehamilan dan menyusui dapat berdampak
signifikan terhadap kondisi kesehatan dan gizi anak. Keterbatasan data terbaru
mengenai status gizi ibu membuat kemajuan Indonesia dalam tahun-tahun
terakhir sulit dinilai kelayakannya. Akan tetapi, pada tahun 2016, keadaan kurus
pada kelompok ibu mengandung (berdasarkan ukuran lingkar lengan atas <23,5
cm) dialami oleh hampir satu dari setiap empat ibu mengandung (24,2 persen).
Selain itu, bayi dengan berat badan lahir rendah (<2,500 gram), yang merupakan
indikator kurang gizi pada ibu, telah memengaruhi sekitar 13 persen bayi di
Indonesia selama sepuluh tahun terakhir.

Berat badan berlebih dan obesitas

Indonesia memiliki angka obesitas yang tinggi pada orang dewasa dan

angka ini terus meningkat dengan pesat. Di kalangan remaja, survei tahun
2018 menemukan bahwa hampir 15 persen remaja mengalami berat badan
berlebih atau obesitas, dengan angka lebih tinggi untuk remaja perempuan
dibandingkan lelaki. Pada kelompok usia balita, permasalahan ini diperkirakan
memengaruhi 8 persen anak.®* Beberapa penyebab langsung kondisi ini adalah
konsumsi berlebih makanan dan minuman yang tidak sehat dengan kandungan
gula, garam, dan lemak yang tinggi.

Untuk mengatasi kondisi berat badan berlebih dan obesitas semasa kanak-
kanak, lingkungan pangan di sekitar anak dan remaja harus diperbaiki, konsumsi
makanan sehat ditingkatkan, konsumsi makanan tidak sehat dicegah, dan anak
lelaki dan perempuan didorong melakukan kegiatan fisik. Langkah strategis
pemerintah juga perlu meliputi upaya menyehatkan sistem pangan secara
keseluruhan dengan menguatkan peraturan terhadap pelabelan makanan dan
pemasaran makanan yang tidak sehat.

Gizi remaja

Masa remaja adalah masa penentuan bagi perkembangan fisik dan kognitif;
asupan gizi yang baik semasa remaja amat penting bagi kedua aspek ini. Asupan
gizi yang tidak tepat ketika remaja bisa memberikan efek seumur hidup. Remaja
di Indonesia menanggung tiga beban malnutrisi: kurang gizi, berat badan
berlebih, dan defisiensi mikronutrien. Sekitar 12 persen remaja lelaki (16-18
tahun) mengalami kondisi kurus dan 29 persen bertubuh pendek. Untuk remaja
perempuan, angka-angkanya adalah 4,3 persen kurus dan 25 persen bertubuh
pendek. Angka remaja usia 16-18 tahun dengan berat badan berlebih telah naik
signifikan di Indonesia, dari 1,4 persen pada 2010 ke 8,1 persen pada 2018.%°
Data tahun 2013 menunjukkan bahwa 23 persen remaja usia 12—-18 tahun
mengalami anemia.

Mengingat remaja masih bertumbuh, kualitas gizi yang rendah akan membuat
pertumbuhan ini terhambat dan potensi fisik dan kognitif yang optimal tidak
tercapai. Perbaikan gizi secara khusus dapat memiliki dampak penting bagi
remaja perempuan—yang kelak menjadi ibu—yaitu mencegah agar kondisi
malnutrisi tidak diteruskan ke generasi selanjutnya. Saat ini, gaya hidup dari
terlalu banyak remaja Indonesia meliputi konsumsi kudapan yang tidak sehat di
satu sisi dan minim gerak (sedenter) di sisi lain.
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Kebijakan utama untuk merespons tantangan

Indonesia telah berupaya mengatasi berbagai isu gizi pada anak dan ibu.
Stunting, misalnya, secara konsisten disertakan sebagai indikator penting
pembangunan dalam rencana-rencana nasional. Satu hal yang menonjol adalah
peluncuran gerakan nasional penurunan angka stunting oleh pemerintah

pada tahun 2017 yang menyerukan respons multisektor dari 23 kementerian
teknis terhadap permasalahan ini. Namun, terlepas dari promosi keterlibatan
multisektor, kewenangan atas permasalahan gizi masih hanya berada di bawah
Kementerian Kesehatan; sektor-sektor lain belum diberikan peran yang jelas.®
Rencana aksi nasional pangan dan gizi untuk periode lima tahun (2015-2019)
mendorong provinsi dan kabupaten/kota untuk merancang dan melaksanakan
rencana aksi tingkat daerah dengan fokus pada 1.000 hari pertama kehidupan.
Akan tetapi, sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, pemerintah
daerah mengalami kesulitan perencanaan, penganggaran, implementasi, dan
pemantauan akibat kesenjangan kapasitas dengan pemerintah pusat.
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AIR, SANITASI,
DAN KEBERSIHAN

Akses yang memadai dan merata kepada sarana air, sanitasi, dan kebersihan Sanitasi dasar tidak berarti
(WASH) yang berkualitas sangat penting untuk mencegah penyakit dan sanitasi aman.
memastikan agar hasil upaya kesehatan, gizi, dan pembangunan dapat Akses kepada sanitasi aman —

dirasakan oleh anak. Indonesia telah memperlihatkan kemajuan signifikan dalam

meningkatkan akses kepada pasokan air dan sanitasi layak di seluruh negeri dan Akses kepada sanitasi dasar
menunjukkan komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan mutu akses
dengan mempromosikan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) serta
program sanitasi lain. Namun, jika sanitasi 'yang dikelola dengan aman’ (sesuai
target SDGs)—yang berarti terdapat sarana pengolahan untuk air minum dan
limbah tinja—diperhitungkan, angka keberhasilan menurun drastis. Definisi
‘akses kepada sanitasi yang dikelola dengan aman’ menurut Pemerintah
Indonesia mencakup rumah tangga dengan akses kepada sarana sanitasi layak
milik sendiri, baik yang tersambung ke sistem pembuangan ataupun tangki
septik dengan layanan penyedotan selama lima tahun terakhir. Dengan definisi
ini, akses secara nasional mencapai hanya 7 persen; akses kepada air minum
yang dikelola dengan aman pun diperkirakan amat rendah.®” Akses layanan
WASH beragam antardaerah dan antarkelompok sosial ekonomi.

Diare—utamanya akibat mutu air, sanitasi, dan kebersihan yang tidak layak—adalah
penyebab kematian utama anak balita di Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia
(89 persen) punya akses kepada minimal layanan air minum dasar (yaitu sumber
air minum layak yang berjarak total 30 menit perjalanan pergi dan pulang). Namun,
permasalahan yang semakin dikhawatirkan adalah mutu air. Sebuah studiyang
baru-baru ini dilakukan oleh UNICEF dan pemerintah menemukan bahwa 89 persen
sumber air minum tercemar kotoran manusia, termasuk di provinsi dengan

kinerja yang tergolong paling baik (Yogyakarta, provinsi pertama yang berstatus
bebas buang air besar sembarangan/BABS).% Laporan studi juga menemukan
kesenjangan tinggi antara wilayah perkotaan dengan perdesaan dan antartingkat
pendapatan. Bukti kebocoran sanitasi di lokasi sarana menggarisbawahi kebutuhan
terhadap sarana sanitasi yang dikelola dengan aman.
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Kesenjangan akses WASH yang tajam antara berbagai daerah di Indonesia

Indikator WASH SDGs terpilih

, rata-rata nasional, dan provinsi dengan nilai data terendah dan tertinggi

. . 9,4
O e ||
yang melakukan
BABS(%) 0,4 30,7
Akses kepada layanan 74
sanitasi yang dikelola
dengan aman 0,8 19,1
78,5
T Vi srzess I
i 0, suplai air dasar
di sekolah (%) 42,9 96,0
43,8
Minimal ters_edia_
sarana sanitasi
dasar
19,1 72,8
Minimal tersedia 49,6
sarana kebersihan
N
20,4 80,9
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Rentang persentase provinsi

I Rata-rata nasional

Sumber: Sanitasi dan BABS, Susenas 2018; WASH di sekolah-sekolah, Dapodik 2018

60% penduduk DKI Jakarta
memiliki akses kepada layanan
sanitasi dasar; di Papua, akses
yang sama hanya dimiliki 30%
penduduk.

m SITUASI ANAK DI INDONESIA

Akses rumah tangga kepada layanan
air dan sanitasi

Investasi publik yang selama bertahun-tahun bernilai rendah untuk layanan
sanitasi kini menyebabkan kinerja layanan di bidang ini berada di bawah standar.
Saat ini, belanja pemerintah Indonesia untuk sarana WASH hanyalah US$3 per
kapita, atau 0,08 persen dari total PDB Indonesia.®® Sementara itu, nilai total
investasi yang dibutuhkan agar target di dalam RPJMN bisa tercapai adalah
sekitar US$9,2 miliar atau sekitar US$36 per kapita. Pada hari ini, diperkirakan
tiga perempat penduduk Indonesia dapat mengakses setidaknya sarana sanitasi
dasar dengan variasi signifikan antara kawasan perdesaan dan perkotaan.
Perbedaan tajam juga dapat dilihat antarprovinsi: akses dimiliki 59,9 persen
rumah tangga di DKI Jakarta, dibandingkan dengan hanya 30,1 persen di
Papua.®

Perilaku BABS juga merupakan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat
dan lingkungan. Menurut data survei sosial ekonomi nasional (Susenas) tahun
2018, angka prevalensi nasional untuk BABS adalah 9 persen pada 2018,

yang berarti BABS masih dipraktikkan oleh lebih dari 20 juta orang. Angka ini
mendudukkan Indonesia sebagai salah satu dari tiga negara dengan tingkat
BABS tertinggi di dunia. Permasalahan ini secara khusus bersifat akut di
wilayah perdesaan yang separuh populasinya dilaporkan masih melakukan
BABS. Mewujudkan masyarakat bebas BABS adalah target penting agar kinerja
kesehatan dan gizi anak dapat dicapai secara optimal.



BABS di Indonesia masih merupakan masalah penting
Konsentrasi BABS tertinggi terdapat di wilayah timur dan utara Indonesia
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Namun, terdapat empat provinsi di Jawa yang menyumbang hampir separuh dari populasi penduduk

yang melakukan BABS
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52% 12%
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Meskipun kemajuan dalam perluasan akses kepada layanan VWWASH yang
mendasar telah dicapai, perhatian besar masih perlu diberikan terhadap

mutu layanan—fokus penting di dalam SDGs. Jika definisi target WASH yang
lebih ketat menurut SDGs diterapkan, angka akses pun turun drastis. Hal ini
mengindikasikan permasalahan penting berkaitan dengan mutu air dan layanan
sanitasi di Indonesia. Sebuah studi dari Bank Dunia menemukan bahwa sekitar
95 persen dari seluruh limbah tinja di Indonesia tidak diolah dan kembali ke
lingkungan karena kekurangan sarana sanitasi yang dikelola dengan aman
(tangki septik yang tidak berkualitas dan isu lain), sehingga secara signifikan
meningkatkan risiko penyakit pada anak-anak.®' Isu-isu sanitasi menjadi
permasalahan khusus di wilayah perkotaan yang padat penduduk.
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Jawa Barat

Sanitasi yang tidak aman
merugikan lingkungan; sekitar
95% limbah tinja dibuang
langsung ke lingkungan
sekitarnya tanpa diolah.
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Kesenjangan antara provinsi dengan tingkat akses tertinggi dan terendah kepada
sarana sanitasi yang dikelola dengan aman

DKI Jakarta

Yogyakarta

Aceh

Maluku Utara

Sulawesi Barat

NusaTenggara Timur

Il Perkotaan I Perdesaan I Provinsi

,Nasional 7,4

21,5

25

Persen

Sumber: Susenas, 2018 (definisi nasional untuk ‘sanitasi yang dikelola dengan aman)

Rasio pelajar dan toilet di
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101:1
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Saat ini, sebagian besar investasi untuk pengadaan sarana WASH dikeluarkan
secara mandiri oleh rumah tangga dan tidak disertai pengawasan ataupun
penegakan peraturan oleh pemerintah. Keluarga bertanggung jawab
membangun toilet dan saluran pembuangannya sendiri. Biasanya, limbah yang
disalurkan ke dalam tangki septik yang tidak bersegel hanyalah ‘limbah hitam’
(dari toilet), sementara ‘limbah abu-abu’ (dari dapur, kamar mandi, mesin cuci,
dll.) disalurkan ke sistem drainase, sehingga berisiko mencemari lingkungan
sekitar dan sumber air. Tak hanya itu, sebagian lumpur tinja yang dikeluarkan
dari tangki septik biasanya tidak diserahkan kepada instalasi pengolahan
limbah, melainkan dibuang di lahan kosong, saluran air, atau sungai, sehingga
mencemari sumber air dan berdampak terhadap kesehatan.

WASH di sekolah

Sekitar 79 persen sekolah di Indonesia kekurangan akses air bersih yang
memadai, lebih dari 44 persen kekurangan sarana toilet, dan lebih dari

50 persen tidak memiliki sarana mencuci tangan. Bagi murid perempuan
khususnya, permasalahan sanitasi dan kebersihan menghambat akses
pendidikan karena separuh sekolah di Indonesia kekurangan toilet terpisah
untuk lelaki dan perempuan serta sarana kebersihan yang memadai bagi

murid perempuan jika sedang mengalami menstruasi. Akibatnya, sebuah studi
menemukan bahwa hampir satu dari setiap enam murid perempuan kehilangan
satu atau lebih hari belajar selama periode menstruasi mereka yang terakhir.®?

Sebuah studi menunjukkan: ’ ’ ’ ’ ’ ’

satu dari enam anak perempuan
kehilangan satu atau lebih hari Y LY Y W« E v
bersekolah selama periode

menstruasi terakhir. ), § R R R R R
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Akses kepada sanitasi dasar perlu disediakan di lebih banyak sekolah
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WASH di fasilitas kesehatan

Ketersediaan layanan dasar WASH di fasilitas kesehatan adalah faktor yang
sangat penting yang memengaruhi perawatan ibu dan bayi baru lahir. Hal

ini secara khusus menantang di Indonesia dengan AKI dan angka kematian
neonatal yang tinggi. Sebuah studi terhadap fasilitas kesehatan Indonesia
menemukan bahwa seperempat fasilitas kesehatan tingkat pertama tidak
memiliki layanan air dan sanitasi dasar dan sepertiga ruang persalinan di fasilitas
kesehatan tidak memiliki sarana mencuci tangan.®® Implikasi keterbatasan ini
signifikan, karena kebersihan di fasilitas kesehatan membantu mencegah infeksi
(sebab utama kematian neonatal) dan penularan penyakit.

Kebijakan utama untuk merespons WASH:
peluang dan tantangan

Pada tahun 2008, pemerintah pusat meluncurkan program nasional sanitasi

total berbasis masyarakat (STBM). STBM dirancang berdasarkan lima tujuan STBM telah menurunkan
untuk dicapai oleh masyarakat: mengakhiri BABS, mencuci tangan dengan 32%“;4%%/?{5):;:?;?1jingg(i)fg;a”:
sabun, menyimpan dan menangani air minum (_jan makanan dengan aman, dan menjao'li 9,4% pada tahun 2018
rumah tangga mengelola limbah padat dan air limbah.®* Implementasi STBM

menghasilkan penurunan BABS secara signifikan: dari 24,8 persen pada tahun

2007 menjadi 9,4 persen pada tahun 2018.

Meskipun ada keberhasilan, beberapa tantangan belum teratasi. Ketimpangan
akses kepada sanitasi layak di perdesaan meningkat, antara lain karena biaya
pembuatan toilet yang tinggi. Namun, beberapa prakarsa baru untuk mengatasi
hal ini telah diambil. Pada tahun 2017 Kementerian Keuangan menetapkan
dana alokasi khusus (DAK) untuk sanitasi; dana ini dapat digunakan untuk
membantu rumah tangga berpendapatan rendah membuat tangki septik atau
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sarana komunal dalam kasus wilayah padat penduduk di perkotaan. Selain itu,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyediakan dana hibah
talangan untuk membantu pemerintah daerah memodernisasi tangki septik di
masyarakat. Prakarsa ini sejalan dengan upaya keseluruhan pemerintah untuk
memperbaiki pengelolaan lumpur tinja dan menyediakan sanitasi yang dikelola
dengan aman di Indonesia.

Tantangan lain dalam mengadakan layanan sanitasi yang dikelola dengan

aman adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap nilai penting
sanitasi aman. Sebab itu, tingkat permintaan masyarakat tidak cukup kuat untuk
mendorong pemerintah agar bertindak dan memastikan ketersediaan layanan
sanitasi aman. Satu akibat dari hal ini adalah kesenjangan signifikan dalam
pembiayaan yang diperlukan untuk mencapai target SDGs karena investasi
sanitasi tidak diprioritaskan dan pembiayaan publik tidak tersedia. Permasalahan
ini ditambah oleh kapasitas kelembagaan yang lemah untuk membuat rencana
dan menyediakan layanan sanitasi. Beberapa prakarsa telah diuji coba di
kabupaten/kota terpilih dalam rangka membangun kapasitas pemerintah daerah
untuk mengidentifikasi sumber pembiayaan alternatif dan instansi daerah untuk
menyediakan akses dan layanan sanitasi yang berkelanjutan. Saat ini, Indonesia
telah menjadi anggota kemitraan global bernama Sanitation and Water for All,
yang dibentuk untuk mendukung pencapaian SDGs di bidang WASH.

Tingkat layanan air minum dan sanitasi

Layanan Air Minum Layanan Sanitasi
Dikelola dengan aman

Air minum dari sumber air minum aman

yang tersedia di suatu tempat, dapat diakses
sewaktu-waktu dibutuhkan, dan bebas dari
kontaminasi tinja maupun bahan kimia prioritas

Dikelola dengan aman

Penggunaan sarana sanitasi layak secara
individual; kotoran dibuang secara aman di
lokasi yang sama atau diangkut dan diolah di

lokasi terpisah

Dasar
Sarana sanitasi layak, digunakan hanya oleh
rumah tangga pemiliknya

Dasar
Air minum didapatkan dari sumber aman;

waktu yang diperlukan untuk pergi dan pulang
mengambil air tidak lebih dari 30 menit, sudah
termasuk mengantre

Terbatas
Sarana sanitasi layak, digunakan bersama oleh
dua atau lebih rumah tangga

Kelanjutan
dari MDGs

Tidak aman
Air minum didapat dari sumur galian yang
tidak aman atau mata air yang tidak aman

Tanpa layanan

Air minum didapatkan langsung dari sungai,
bendungan, danau, kolam, aliran air, kanal,
atau saluran irigasi

m SITUASI ANAK DI INDONESIA

Tidak layak
Penggunaan jamban tanpa platform, jamban
cemplung, atau jamban berupa ember

BABS

Pembuangan tinja manusia di lapangan, hutan,
semak-semak, badan air yang terbuka, pantai,
atau area terbuka lainnya, atau bersama
dengan limbah padat.



PENGEMBANGAN DAN
PENGASUHAN ANAK
USIA DINI

Komitmen pemerintah yang kuat untuk mendukung pengembangan anak usia Kemajuan penting telah diraih

dini telah menghasilkan capaian besar dalam akses anak kepada pendidikan usia da'aknl‘( ha'(;“e”'”gkj_tkka” i/ll(seli'
o . . . - " anak kepada pendidikan. Meski

dini. .Angka partisipasi qlan tamat sgkplah tercatat naik drasps di semua jenjang  yemikian, masin terdapat

pendidikan. Akan tetapi, kemajuan ini belum merata dan, disertai berbagai isu kesenjangan pendapatan

lain, mencerminkan kesenjangan substansial yang berkaitan dengan lokasi dan dan geografis.

kemiskinan.

Pengasuhan dan Pusat Pengembangan Anak
Usia Dini

Pendidikan dan pengasuhan yang diterima anak sejak lahir hingga usia enam
tahun memiliki efek signifikan terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan
potensi pembelajarannya di masa depan. Pengembangan anak usia dini (PAUD)
adalah konsep luas yang meliputi berbagai layanan, seperti pendidikan usia dini
pra-sekolah dasar, pendidikan pengasuhan untuk orang tua, dan pendekatan
lain untuk memperbaiki peluang anak usia dini mendapatkan pembelajaran.
PAUD idealnya bersifat holistik dan terintegrasi dengan semua sektor untuk
memastikan anak menerima dukungan penting berkaitan dengan kesehatan, gizi,
pendidikan, dan perlindungan baik di fasilitas pusat PAUD maupun di rumah.

Meskipun banyak program telah dikembangkan di Indonesia oleh pemerintah dan
LSM (biasanya dilaksanakan pada tingkat desa), jangkauan program-program ini
sangat terbatas dan tidak ada payung kebijakan pengasuhan anak pada tingkat
nasional.®® Lebih jauh lagi, partisipasi dalam perkembangan anak usia dini masih
rendah karena kesadaran orang tua yang kurang, keterbatasan layanan di daerah
terpencil, keterbatasan tenaga terlatih, dan keterbatasan pendanaan.
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6. PENGEMBANGAN DAN PENGASUHAN ANAK USIA DINI

Kesenjangan akses kepada pendidikan anak usia dini antarprovinsi
Angka partisipasi pendidikan anak usia dini pada kelompok usia 3-6 tahun

Provinsi
Yogyakarta [ 8,7
JawaTimur [ 56,4
Gorontalo [ 51,3
JawaTengah | 20,7
Kalimantan Selatan [ 46,6
Sulawesi Barat [ 43,1
SulawesiTengah [ 41,9
Jakarta [N 40,9
NusaTenggara Barat [ 40,6
KalimantanTengah [ 334
Nasional [ 33,1
Kep. Bangka Belitung [N 36,5
Bali [ 3.2
Jawa Barat [ 36,0
Maluku Utara [ 35,5
Kalimantan Utara [ 33,7
NusaTenggaraTimur [N 33,1
Lampung I 33,0
KalimantanTimur [ 32,8
Sulawesi Selatan [N 325
Aceh NN 32,1
Jambi [ 32,0
Sulawesi Utara [N 31,9
SulawesiTenggara [N 30,9
Banten [N 30 °
Maluku [ 308
Sumatra Barat [ 30 4
Kep. Riau [N 2o 5
Riau [N 20,2
Bengkulu [N 25,8
Papua Barat [ 02
Sumatra Selatan [N 5 4
Sumatra Utara [N 2/ 4
Kalimantan Barat [ 22 6
Papua I 3.4

0 20% 40% 60% 80%

Sumber: SUSENAS, 2018
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6. PENGEMBANGAN DAN PENGASUHAN ANAK USIA DINI

Tantangan Pengembangan Anak Usia Dini

Sebelum memasuki jenjang SD, anak berusia 3—-6 tahun dapat mengikuti Pemerintah telah menyubsidi
prasekolah/penitipan anak/PAUD yang sifatnya tidak wajib dan tersebar di sebagian biaya PAUD, namun
seluruh Indonesia. Data tahun 2018 mengindikasikan bahwa hanya 38 persen biayayang ada pun masih tidak

) . . 9 L y s _p : ) dapat dijangkau oleh banyak
anak dalam rentang usia yang sesuai yang mengikuti program usia dini—jauh di keluarga.

bawah target RPJMN 2015-2019 sebesar 77 persen.®® Di sini, kembali terdapat
kesenjangan signifikan dari segi geografis dan pendapatan keluarga. Meskipun
pemerintah telah menyubsidi sebagian biaya PAUD, biaya yang ada pun masih
tidak terjangkau bagi banyak keluarga. Ada pula keluarga yang tinggal terlalu jauh
dari layanan PAUD. Pada sisi yang positif, angka partisipasi PAUD lebih tinggi
pada kelompok usia enam tahun (atau satu tahun di bawah usia masuk sekolah
dasar)—76 persen dari mereka mengikuti suatu bentuk PAUD.

Meski akses telah membaik, aspek mutu masih menjadi kendala besar. Untuk mendorong partisipasi
Pemerintah hendak memastikan terdapat sedikitnya satu fasilitas PAUD di dalam pendidikan dini, aspek
setiap desa, namun hampir 80 persen fasilitas tidak terakreditasi. Banyak pula mutu perlu lebih diperhatikan.
yang dikelola dari rumah atau garasi dan ada pula yang berdampingan dengan

layanan lain (posyandu, pusat keluarga berencana). Hanya 32 persen guru PAUD

yang memiliki gelar diploma atau sarjana pendidikan. Sebagian besarnya (68

persen) adalah lulusan sekolah dasar atau menengah dengan upah bulanan

rata-rata setara hanya US$35. Tidak sedikit pusat PAUD yang kekurangan materi

dan perlengkapan ajar. Akibat berbagai faktor ini, orang tua bisa jadi tidak

menganggap pengembangan usia dini sebagai layanan yang sungguh-sungguh

bermanfaat bagi anak.

Partisipasi anak dalam pendidikan usia dini yang berkualitas, holistik, dan
terpadu bisa mengubah hasil pembelajaran pada anak Indonesia. Namun,

dengan hanya 22,5 persen fasilitas PAUD yang terakreditasi, perbaikan mutu
pelayanan ini masih menghadapi tantangan yang berat.

Angka partisipasi kasar pendidikan dini membaik dalam tahun-tahun terakhir
Angka partisipasi kasar pendidikan usia dini pada kelompok usia 3-6 tahun

I Nasional [l Lelaki [ Perempuan [ Perkotaan B Perdesaan

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

Sumber: SUSENAS
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6. PENGEMBANGAN DAN PENGASUHAN ANAK USIA DINI

Upaya kebijakan dan anggaran untuk
mendukung pengembangan anak usia dini

Pemerintah telah menerbitkan Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan akses
peraTur?(”tXI’(ang betrtuliua” dan mutu layanan PAUD dengan menerbitkan peraturan pemerintah mengenai
meningkatkan mutu layanan - : r
pendidikan jenjang prasekolah _st_amda_r pe_layanan minimal bidang pendidikan pada tahun 2018_. Peratu_ra_m
ini meliputi beberapa target dan langkah perbaikan mutu pendidikan dini dan
mendorong penerapan pendidikan diniyang bersifat holistik integratif.

Pemerintah juga mendukung penggabungan beberapa intervensi dalam proses
merancang pendidikan usia dini yang melibatkan berbagai sektor. Hal ini
tercermin dari rencana aksi nasional untuk pendidikan usia dini holistik
integratif tahun 2018. Bappenas menugaskan Kementerian Koordinator untuk
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk menguatkan koordinasi lintas
sektor pada tingkat kementerian dan merumuskan strategi, kebijakan, dan
rencana yang terpadu untuk mempromosikan pendekatan holistik dalam
pengembangan anak usia dini, baik pada tingkat nasional maupun daerah.

Untuk mendukung kegiatan belajar usia dini, pemerintah memberikan bantuan
operasional sebesar Rp600.000 (US$40) per anak per tahun kepada pusat
PAUD. Dana ini digunakan untuk membeli materi dan perlengkapan ajar (kertas,
spidol, krayon, pensil, dan barang habis pakai lain); menambah tunjangan
transportasi guru dan menyediakan makanan pelengkap bagi peserta; kegiatan
pembinaan guru; dan program pendidikan orang tua. Namun, tidak sedikit pusat
PAUD yang tidak dapat menerima bantuan operasional dari pemerintah karena
tidak terdaftar secara resmi.
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AKSES KEPADA PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH
YANG BERKUALITAS

Menuntaskan pendidikan dasar dan menengah adalah hak anak yang mendasar,
dan Indonesia memiliki komitmen kuat sekaligus pencapaian nyata dalam
mendidik anak-anak bangsa.

Angka tamat sekolah dan keadilan gender

Pada periode 2015-2018, angka tamat sekolah di Indonesia naik menjadi 95
persen untuk pendidikan dasar dan 85 persen untuk pendidikan menengah
pertama. Kenaikan paling drastis terdapat pada pendidikan menengah atas
yang naik hingga 10 persen poin: dari 52 persen pada 2015 menjadi 62 persen
pada 2018. Indonesia juga telah berhasil mendekati paritas gender di sektor
pendidikan. Perbedaan angka penyelesaian sekolah antara murid perempuan
dan lelaki pada jenjang dasar dan menengah atas hanyalah 2 poin persen—
sedikit lebih tinggi untuk murid perempuan.

Akan tetapi, jumlah anak yang tidak bersekolah masih signifikan. Per tahun
2018, sekitar 76 persen anak dan remaja (usia 7-18 tahun, atau sekitar 4,2 juta
anak) tidak bersekolah ataupun mengakses layanan pendidikan dalam bentuk
apa pun. Jumlah anak lelaki untuk kategori ini lebih besar dibandingkan anak
perempuan meski selisihnya tidak signifikan, dan mayoritas anak dan remaja di
luar sekolah (usia 7-18 tahun) adalah lelaki. Angka itu meliputi: anak yang tidak

pernah bersekolah, anak yang putus sekolah di tengah-tengah jenjang, atau anak
yang menyelesaikan satu jenjang tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.

Meskipun upaya perluasan akses pendidikan telah menekan angka-angka ini,
pekerjaan belum selesai. Pada area ini pun, perbedaan dari segi geografis

dan sosial ekonomi terlihat dengan angka anak tidak bersekolah lebih tinggi di
perdesaan (10 persen), pada kelompok miskin (12 persen), dan pada kelompok
anak dengan disabilitas (30 persen).®’

Jumlah anak lelaki dan
perempuan yang menuntaskan
pendidikan dasar dan
menengah terus meningkat
sejak tahun 2015.

Namun, terdapat 4,2 juta

anak yang tidak bersekolah,
terutama anak dari keluarga
miskin dan wilayah perdesaan,
serta anak dengan disabilitas.
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7. AKSES KEPADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH YANG BERKUALITAS

Angka partisipasi dan tamat sekolah turun seiring anak bertambah usia

100%

99,4

90%

80%

70%

60%

50%

SD/sederajat SMP/sederajat SMA/sederajat
Nasional [l Angka anak B Angka tamat sekolah
bersekolah

Sumber: Susenas, 2018

Hasil pembelajaran
mengungkap kesenjangan yang
signifikan dari sudut pandang
geografis dan gender.
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Hasil pembelajaran dan mutu pendidikan
dasar dan menengah

Walaupun akses kepada pendidikan dasar dan menengah sudah mengalami
perbaikan, hasil pembelajaran yang rendah menunjukkan masalah pada mutu
pendidikan. Penilaian kompetensi berstandar nasional tahun 2019 yang diberikan
pada murid kelas 8 mengungkap kinerja pembelajaran yang rendah dalam
kemampuan membaca (44 persen peserta mencapai tingkat kompetensi minimal)
dan matematika (21 persen peserta mencapai tingkat kompetensi minimal).®®
Menurut tes PISA dari OECD tahun 2018, hanya 30 persen anak usia 15 tahun
yang mencapai atau melampaui tingkat kompetensi minimal untuk membaca
dan 29 persen untuk matematika.®® Melihat hasil-hasil ini, mutu pendidikan di
Indonesia tampak membutuhkan peningkatan yang signifikan agar target 4 SDGS,
yaitu “pendidikan dasar dan menengah yang merata dan berkualitas untuk hasil
pembelajaran yang relevan dan efektif” dapat diwujudkan.

Variasi signifikan dari segi geografis untuk hasil pembelajaran masih terjadi

di Indonesia. Di beberapa provinsi, seperti NTT, kurang dari 24 persen murid
kelas 8 mencapai kompetensi minimal dalam membaca dibandingkan dengan
66 persen diYogyakarta. Kesenjangan serupa dapat dijumpai pada matematika.
Kesenjangan dari segi gender tak kalah menonjol; murid perempuan konsisten
mengungguli murid lelaki pada semua mata pelajaran.

Riset mengaitkan mutu dan hasil pembelajaran yang rendah di Indonesia
dengan beberapa faktor: keterampilan mengajar yang lemah, angka
ketidakhadiran guru yang tinggi, kapasitas pengelolaan satuan pendidikan yang
tidak layak, pengawasan terbatas oleh kepala sekolah dan administrator, dan
kurikulum dan bahan bacaan yang tidak relevan dengan konteks Indonesia.



Kesenjangan geografis dan

Angka partisipasi murni
Provinsi

Papua

Sulawesi Barat
SulawesiTengah
Papua Barat
NusaTenggara Barat
Kalimantan Barat
Kalimantan Utara
Riau

Sulawesi Selatan
Gorontalo
SulawesiTenggara
Jakarta

Banten

Sulawesi Utara
Nasional
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Maluku

Maluku Utara
Sumatra Utara

Kep. Riau

Sumatra Barat
Jawa Barat

Bali

NusaTenggara Barat
Jambi

Sumatra Selatan
Bengkulu

Lampung

Kep. Bangka Belitung
JawaTengah
JawaTimur

Aceh

Kalimantan Timur

Yogyakarta

Berdasarkan kuintil
kekayaan rumah tangga

Kuintil terendah
ke-2
ke-3
ke-4

Kuintil tertinggi

Sumber: Susenas, 2018

0 20%
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pendapatan dalam partisipasi sekolah

I SMA/sederajat B SMP/sederajat [ sSD/sederajat
85,2
98,2
98,4
98,6
98,8
98,8
99,0
99,2
99,2
99,2
99,3
99,4
99,4
99,4
91,0 bR
99,5
99,5
99,5
99,5
99,6
99,6
99,7
99,7
99,7
99,7
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,9
99,9
100,0

(berdasarkan belanja riil per kapita)

98,9
99,4
99,4
99,6
99,8

40% 60% 80% 100%
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7. AKSES KEPADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH YANG BERKUALITAS

Hasil pembelajaran masih membutuhkan perbaikan yang substansial
Persentase anak yang mencapai tingkat kompetensi minimal dalam membaca, matematika, dan sains

— Total —— Lelaki == Perempuan
Membaca/Literasi Matematika Sains
60% 60% 60%
50% E—— 50% 50%

40% \\ 40% 40%

30% ’_\\\ 30% ﬁ 30%

20% 20% 20%
2012 2015 2018 2012 2015 2018 2012 2015 2018

Sumber: PISA

Akses kepada pendidikan teknis/vokasi

Pada tahun 2018, kurang dari Pada tahun 2018, angka anak muda Indonesia usia 15-24 tahun yang mengikuti

separuh anak muda Indonesia pendidikan atau pelatihan hanya mencapai 48,7 persen.”® Remaja dan pemuda

usia 15-24 tahun yang dari masyarakat perdesaan dan yang berasal dari rumah tangga termiskin adalah

bersekolah atau ! f .

menerima pelatihan. kelompok yang secara khusus_ dirugikan. Hanya 1(_3 persen dari anak m_uo_la
perdesaan pada kelompok usia yang sama yang bisa mengakses pendidikan
tinggi dibandingkan 40 persen anak muda di perkotaan. Serupa dengan hal ini,
hingga 62 persen remaja dari keluarga terkaya memiliki akses pendidikan tinggi
dibandingkan hanya 10 persen remaja dari keluarga termiskin.

Di jalur pendidikan vokasi, partisipasi perempuan terhitung rendah dan terus
turun, walaupun angka partisipasi pendidikan vokasi secara umum naik 158
persen antara tahun 2001 dan 2010.”" Mendorong agar anak perempuan
mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi sangat penting, karena hal ini sudah
terbukti menurunkan peluang kehamilan remaja dan perkawinan anak, serta
risiko-risiko lain yang berkaitan dengan kedua hal ini.

Dalam suatu studi baru-baru ini mengenai keterampilan masa depan, remaja
mengidentifikasi beberapa hambatan dalam mengakses kesempatan belajar:
kekurangan informasi yang kredibel (mengenai jenis keterampilan yang
dibutuhkan dan cara memerolehnya); keuangan (pada lingkup keluarga dan
lembaga); tekanan sebaya, perundungan (yang secara khusus rentan dialami
remaja dengan disabilitas dan remaja yang tidak bersekolah); pengaruh media
sosial dan media digital yang kuat; kurang dukungan keluarga (terutama
untuk remaja yang tidak bersekolah); dan ketidakcocokan antara kesempatan
pelatihan, minat remaja, dan layanan yang tersedia.””

Sebanyak 20 persen remaja Indonesia usia 15-19 tahun tidak bersekolah,
tidak bekerja, dan tidak menerima pelatihan. Beberapa faktor penyumbang hal
ini adalah kurangnya kecakapan abad ke-21 yang diajarkan di semua jenjang
pendidikan, kelangkaan bimbingan karier, dan peluang pembelajaran lanjutan
yang terbatas. Angka pengangguran pemuda di Indonesia adalah yang kedua
tertinggi di kawasan Asia/Pasifik. Meskipun kelompok ekonomi berpendapatan
menengah tumbuh dengan pesat, pengangguran pemuda berada pada tingkat
sekitar 15 persen—tiga kali lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran
nasional sebesar 5,5 persen (2015). Jika Indonesia ingin dapat memanfaatkan
dividen demografis, maka angka pengangguran pemuda harus diturunkan.
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7. AKSES KEPADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH YANG BERKUALITAS

Anak dengan disabilitas: akses kepada
pendidikan dan layanan dasar lain

Secara rata-rata, angka lama bersekolah anak di Indonesia adalah 8,75 tahun.””
Namun, angka ini turun ke 4,73 tahun untuk anak dengan disabilitas.”
Sementara 95 persen anak secara nasional menyelesaikan pendidikan dasar,
angka tamat sekolah untuk anak dengan disabilitas hanya 56 persen. Selisih

ini semakin besar pada pendidikan menengah, sehingga menunjukkan bahwa
hambatan akses yang dialami anak dengan disabilitas semakin besar seiring
dengan bertambahnya usia. Sebanyak 62 persen remaja tanpa disabilitas
berhasil menyelesaikan pendidikan menengah atas dibandingkan dengan hanya
26 persen untuk murid dengan disabilitas.”®

Sebagian orang tua mungkin memilih untuk tidak menyekolahkan anak dengan
disabilitas karena merasa bahwa manfaat sekolah tidak akan terlalu dirasakan
oleh anak’® Di sisi lain, ada sekolah yang menolak menerima anak dengan
disabilitas, atau memang tidak mampu memenuhi kebutuhan anak dengan
disabilitas. Pada tahun 2002, pemerintah berkomitmen menyelenggarakan
program pendidikan inklusi, tetapi implementasinya belum konsisten.”” Masih
terdapat sekolah yang berpredikat ‘inklusi’ dan menerima murid dengan
disabilitas, namun menempatkan mereka di kelas tersendiri, terpisah dari
anak lain.”® Sebuah studi menemukan bahwa sikap guru dan murid lain adalah
tantangan terbesar yang dihadapi anak dengan disabilitas di sekolah umum.”®

Kebijakan utama untuk merespons tantangan

Meskipun pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat untuk
meningkatkan akses kepada pendidikan, hasil pembelajaran, dan mutu
pengajaran dan prasarana sekolah, sejumlah tantangan penting masih ada.
RPJMN 2015-2019 mencantumkan beberapa target dan aksi kunci. Pemerintah
juga ingin memperbaiki akses dan mutu pendidikan usia dini serta mendorong
implementasi PAUD yang holistik dan integratif.

Dengan membentuk program bantuan operasional sekolah (BOS), pemerintah
menghapus iuran sekolah untuk semua murid sehingga menurunkan beban
ekonomi pendidikan, khususnya bagi kelompok miskin. Nilai dana BOS untuk
sekolah-sekolah ditentukan berdasarkan jumlah murid dan harus dikelola

sesuai dengan panduan pemerintah. Ada pula program Kartu Indonesia Pintar
(KIP), transfer tunai pendidikan untuk murid miskin, yang meningkatkan akses
kepada pendidikan dengan menunjang biaya tidak langsung dari bersekolah. KIP
adalah program nasional yang menjangkau anak dari 25 persen rumah tangga
termiskin. Pada tahun 2015, daftar penerima manfaat KIP mencapai 21 juta
anak, naik dari 11 juta anak yang dicakup oleh program sebelumnya.

Berbagai langkah lain telah diambil untuk meningkatkan mutu prasarana
sekolah, pengajaran, kurikulum dan sumber daya, termasuk dana alokasi
khusus untuk prasarana pendidikan. Dana ini menawarkan bantuan kepada
pemerintah daerah dan wilayah dengan angka partisipasi pendidikan yang
rendah. Ada pula program pengembangan profesi bagi guru yang sudah berjalan
dan perbaikan mutu pendidikan keguruan jenjang sarjana di 24 universitas di
Indonesia. Pada tahun 2013, Indonesia memperkenalkan kurikulum nasional
baru yang dirancang untuk menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran dan
menguatkan penguasaan keterampilan dasar. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dan Kementerian Perindustrian telah mengambil langkah-langkah
untuk memperbaiki kompetensi lulusan sekolah vokasi dengan berfokus
menyelaraskan pendidikan di sekolah dengan kebutuhan industri.

Hanya 56% anak dengan
disabilitas yang menamatkan
pendidikan dasar, jauh di
bawah rata-rata nasional
sebesar 95%.

Pada tahun 2015, sebanyak
21 juta anak terdaftar sebagai
penerima manfaat program
Kartu Indonesia Pintar (KIP)
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PERLINDUNGAN ANAK

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat, baik melalui
kesepakatan global dan perencanaan nasional, untuk melindungi anak-anak
Indonesia dari kekerasan, penganiayaan, pengabaian, dan eksploitasi. Kebijakan
nasional Indonesia mengenai hak-hak anak hendak menguatkan sistem
perlindungan anak, dan pemerintah telah mencurahkan sumber daya yang
cukup besar untuk reformasi hukum dan perumusan kebijakan.

Pencatatan Kelahiran

Pencatatan kelahiran sangat penting untuk memastikan agar hak anak terhadap
layanan publik yang mendasar dan hak-hak lain dapat dipenuhi. Pemerintah
Indonesia menetapkan—dan telah memenuhi—target untuk menaikkan
pencatatan kelahiran ke 85 persen pada akhir 2019 (77 persen untuk kelompok
termiskin). Meski kemajuan dicapai dengan stabil (86 persen anak kini memiliki
akta lahir), proporsi anak yang tidak memiliki akta lahir di Indonesia masih cukup
besar (lebih dari 31 persen anak di bawah usia empat tahun di perdesaan dan
14 persen anak berusia di bawah 18 tahun).®’ Dalam angka, pada tahun 2019,

11 juta anak tidak memiliki akta kelahiran.

Kemungkinan anak di perdesaan mendapatkan akta kelahiran lebih rendah
dibandingkan anak di perkotaan, dan anak dari kelompok rumah tangga terkaya
dua kali lebih mungkin tercatat kelahirannya dibandingkan anak dari rumah
tangga termiskin.®" Kelompok lain dengan angka kelahiran tidak tercatat yang
tinggi adalah anak dengan disabilitas atau anak dari orang tua yang tidak
memiliki akta lahir. Biaya dan kesadaran yang rendah mengenai pentingnya
akta lahir telah diidentifikasi sebagai hambatan utama, disertai lokasi kantor
pencatatan sipil yang jauh.

Indonesia telah memenuhi
target nasionalnya untuk
pencatatan kelahiran, tetapi
nyatanya lebih dari 11 juta anak
tidak memiliki akta lahir.
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Kesenjangan dalam pencatatan kelahiran dari segi geografis

Provinsi Anak usia 0-17 tahun yang memiliki akta lahir
Aceh I, o 1,22
Sumatra Utara [, 76,81
Sumatra Barat [ 57,89
Riau I /5,32
Jambi I, © 1,92
Sumatra Selatan [ 58,65
Bengkulu N 01,85
Lampung I 00,23
Kep. Bangka Belitung [N 64,60
Kep. Riau [N 03,53
Nasional [ 26,01
Jakarta [ 27,01
Jawa Barat [ 53,68
JawaTengah [N 95,12
Yogyakarta | 97,95
JawaTimur [ 59,06
Banten [N <045
Bali [, 02,72
NusaTenggara Barat | 51,72
NusaTenggaraTimur [N 61,08
Kalimantan Barat [ 55,10
KalimantanTengah (I s3,97
Kalimantan Selatan [N 00,28
KalimantanTimur | 02,69
Kalimantan Utara [ 01,47
Sulawesi Utara I 28,97
SulawesiTengah [N 78,02
Sulawesi Selatan [ 59,35
SulawesiTenggara [ s8,12
Gorontalo [N 02,99
Sulawesi Barat [ 59,11
Maluku [ 78,66
Maluku Utara " 79,20
Papua Barat [ 75,05
Papua I /5 o8

0 20% 40% 60% 80% 100%
Sumber: SUSENAS 2019
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Anak di bawah pengasuhan lembaga

Pemerintah Indonesia berkomitmen menurunkan angka anak yang diasuh

oleh lembaga sekaligus memastikan agar mereka yang menghuni lembaga
pengasuhan menerima perawatan yang memadai. Untuk itu, pemerintah telah
meluncurkan beberapa prakarsa (seperti standar nasional pengasuhan untuk
lembaga kesejahteraan sosial anak tahun 2011). Data terkini mengenai anak yang
tidak menerima pengasuhan orang tua tidak tersedia, tetapi diperkirakan terdapat
2,2 juta anak Indonesia yang tidak tinggal dengan orang tua.®’

Lembaga utama yang memberikan pengasuhan untuk anak di luar keluarga
adalah lembaga pemerintah atau swasta untuk anak yatim piatu, anak

telantar atau diabaikan atau anak dengan disabilitas, dan pesantren. Akan
tetapi, hanya sedikit lembaga non-pemerintah yang resmi terdaftar, sehingga
menimbulkan pertanyaan mengenai pengasuhan yang sesungguhnya diterima
anak. Untuk memastikan anak diasuh dengan memadai dan menurunkan
angka anak yang berada di bawah pengasuhan lembaga, pada tahun 2017
pemerintah mengesahkan peraturan tentang pelaksanaan pengasuhan anak
yang lebih menekankan pada pengasuhan berbasis keluarga. Peraturan ini
menyatakan bahwa pengasuhan oleh lembaga asuhan anak seharusnya menjadi
pertimbangan terakhir (Pasal 3, ayat 3). Peraturan ini juga melarang hukuman
fisik—pelarangan pertama di Indonesia terhadap hukuman fisik dalam konteks
pengasuhan anak.®

Sebaran geografis prevalensi perkawinan anak
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Menurunkan jumlah anak
yang berada di bawah
lembaga pengasuhan,
sekaligus meningkatkan mutu
pengasuhan, adalah prioritas
bagi Pemerintah Indonesia.
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8. PERLINDUNGAN ANAK

Prevalensi perkawinan anak

di kalangan anak perempuan
Indonesia turun dengan stabil,
namun melandai dalam tahun-
tahun terakhir. Saat ini, usia
perkawinan pertama 1 dari
setiap 9 perempuan Indonesia
adalah di bawah 18 tahun.

62% anak, lelaki dan
perempuan, mengalami satu
atau lebih bentuk kekerasan
sepanjang hidupnya.

m SITUASI ANAK DI INDONESIA

Praktik budaya yang merugikan anak

Perkawinan usia anak (didefinisikan sebagai perkawinan dengan salah satu pihak
berusia di bawah 18 tahun) dilarang oleh hukum internasional dan dikaitkan
dengan serangkaian pelanggaran HAM. Prevalensi perkawinan usia anak pada
kelompok anak perempuan di Indonesia cenderung turun, tetapi penurunan ini
melandai dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018, sekitar 11,2 persen
perempuan berusia 20-24 (1,2 juta orang) dilaporkan sudah pernah menikah
sebelum mencapai usia 18 tahun—salah satu angka yang tertinggi di kawasan.®
Anak perempuan di perdesaan dua kali lebih berisiko mengalami perkawinan
sebelum berusia 18 tahun dibandingkan anak di perkotaan; anak dari rumah
tangga miskin tiga kali lebih berisiko menikah saat masih berusia anak.®

Pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat untuk mengatasi perkawinan
usia anak, antara lain melalui amandemen UU Perkawinan yang menaikkan
batas usia minimal perkawinan yang tidak memerlukan izin orang tua bagi anak
perempuan, yaitu dari 16 tahun menjadi 19 tahun, atau setara dengan yang
berlaku untuk lelaki. Strategi nasional untuk mencegah perkawinan anak telah
dirampungkan dan target yang spesifik—menurunkan angka perkawinan anak
dari 11,2 persen pada 2018 menjadi 8,24 persen pada tahun 2024—dicantumkan
pada RPJMN. Akan tetapi, perkawinan usia anak masih dianggap sah di
Indonesia karena terdapat ketentuan dispensasi yang bisa diajukan kepada
pengadilan agama dan pengadilan umum atas dasar kondisi dan situasi tertentu
tanpa mengenal batas usia minimal.

Kekerasan dan penganiayaan terhadap anak

Angka kekerasan terhadap anak masih tinggi di Indonesia. Survei nasional
mengenai kekerasan terhadap anak, dilaksanakan pada tahun 2018 oleh
Kementerian PPPA, menemukan bahwa 62 persen anak perempuan dan lelaki
mengalami satu atau lebih dari satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya.
Survei itu juga menemukan bahwa satu dari 11 anak perempuan dan satu

dari 17 anak lelaki mengalami kekerasan seksual, serta bahwa tiga dari lima
anak perempuan dan separuh dari semua anak lelaki mengalami kekerasan
emosional.?® Anak-anak Indonesia mengalami berbagai bentuk kekerasan di
lingkungan yang seharusnya aman dan di tangan orang yang seharusnya dapat
mereka percayai. Data baru mengungkap bahwa anak Indonesia terpapar baik
agresi psikologis maupun hukuman fisik di rumah.®’
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Ada pula survei tahun 2018 yang menemukan bahwa 41 persen dari anak

15 tahun di Indonesia mengalami perundungan di sekolah minimal beberapa kali
dalam sebulan, dan melibatkan kekerasan fisik dan psikologis.®® Perundungan,
baik fisik maupun psikologis, termasuk yang dilakukan melalui media sosial,
adalah permasalahan yang semakin mengemuka di kalangan remaja Indonesia.
Studi Kementerian PPPA menyimpulkan bahwa 12-15 persen anak lelaki dan
perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan melalui media daring
dalam 12 bulan terakhir.?? Kekerasan terhadap anak oleh guru juga merupakan
isu yang signifikan; 20 persen murid lelaki dan 75 persen murid perempuan
melaporkan pernah dipukul, ditampar, atau dengan sengaja dilukai secara fisik
oleh guru dalam 12 bulan terakhir.*®

Prevalensi kekerasan terhadap anak dapat dilacak kepada berbagai faktor. Salah
satunya adalah kepercayaan bahwa kekerasan dapat diterima, bahkan normal,
dalam proses membesarkan anak dan penerapan disiplin—suatu pemikiran dini
diwariskan turun-temurun. Selain itu, anak dengan dukungan orang tua yang
rendah lebih rentan mengalami penganiayaan.

Kekerasan berbasis gender

RPJMN Pemerintah Indonesia telah mencakup komitmen untuk mengatasi Sekitar satu dari tiga
kekerasan berbasis gender. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia  perempuan pernah mengalami
menunjukkan konsistensi dengan tren global: sekitar satu dari tiga perempuan kekerasan seksual.

selama hidupnya pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh ’ ’ ’
pasangan dan bukan pasangan. Survei tahun 2016 menemukan bahwa hampir

10 persen perempuan pernah mengalami bentuk kekerasan demikian dalam

12 bulan terakhir.?" Berbeda dari sebagian besar negara lain, perempuan Indonesia
lebih mungkin mengalami kekerasan oleh orang selain pasangan.®” Hukum pidana ), ), ),
Indonesia memiliki kelemahan signifikan berkaitan dengan kekerasan seksual;

perkosaan dalam perkawinan, misalnya, tidak dianggap sebagai tindak pidana.

Perdagangan anak dan eksploitasi seksual

Indonesia adalah salah satu sumber (serta negara tujuan dan transit) utama dalam
perdagangan manusia—termasuk anak—untuk tujuan eksploitasi seksual dan
tenaga kerja.”® Pada tahun 2018, jumlah warga negara Indonesia yang
diperdagangkan di luar negeri adalah signifikan, termasuk di Asia dan Timur Tengah.
Mereka ditempatkan sebagai pekerja rumah tangga, pabrik, proyek konstruksi,
dan masih banyak lagi. Perempuan dan anak perempuan Indonesia menjadi objek
perdagangan seksual utamanya di Malaysia, Timur Tengah, dan Taiwan. Mereka
juga tak luput dari perdagangan di dalam negeri—khususnya ke lokasi operasi
tambang di Maluku, Papua, dan Jambi—dan anak mengalami eksploitasi seksual
di wilayah pariwisata di Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Singapura dan di
Bali.®* Menurut hasil survei U-Report yang baru, eksploitasi seksual secara daring
juga mengancam remaja. Ketiadaan data yang bisa diandalkan untuk
masalah-masalah ini menciptakan celah informasi yang amat perlu diatasi.

Dalam hukum Indonesia, perdagangan dengan paksaan atau tekanan dan
menempatkan orang yang diperdagangkan (termasuk anak) di dalam prostitusi
adalah tindak pidana. Ada pula rencana aksi nasional yang berfokus membangun
mekanisme deteksi dini, kesadaran masyarakat, kerja sama antarlembaga, dan
kapasitas pemangku kepentingan dalam mencegah dan menanggulangi
perdagangan manusia. Pada tahun 2008, Pemerintah Indonesia membentuk
Gugus Tugas Pusat untuk Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang.®

Pekerja Anak

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menggambarkan pekerja anak sebagai
“anak yang terlibat dalam pekerjaan yang merampas masa kanak-kanak, potensi,
dan martabat seorang anak, dan yang berbahaya bagi perkembangan fisik dan
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Data terbaru mengenai pekerja
anak sangat dibutuhkan.

Di Indonesia, anak berusia
12 tahun sekalipun
dianggap dapat diminta
mempertanggungjawabkan
tindakannya secara hukum.

UU Sistem Peradilan Pidana
Anak mewajibkan anak
mendapat representasi hukum
dan pendidikan selama
ditahan; pada kenyataannya,
sangat sedikit anak yang
menerima kedua layanan ini.

m SITUASI ANAK DI INDONESIA

mentalnya.”®® Menurut ILO, perbedaan antara anak bekerja dan pekerja anak
bergantung pada usia anak, jenis pekerjaan, dan lingkungan kerja. Target 8 SDGs
mewajibkan negara-negara mengambil langkah segera dan efektif untuk
melarang dan menghapuskan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak.

Data pekerja anak di Indonesia tidak memadai; survei terbaru yang meluas
adalah survei dari masa sepuluh tahun yang lalu. Studi tahun 2019 menemukan
bahwa orang tua dan masyarakat Indonesia tidak memahami perbedaan
antara anak yang bekerja dan pekerja anak.?” Sebuah survei tahun 2018, meski
cakupannya terbatas, memperkirakan bahwa lebih dari 7 persen anak usia
10-17 tahun telah bekerja. Di perdesaan, pekerjaan terutama berada di sektor
pertanian; di perkotaan, pekerjaan utamanya berada di sektor jasa.” Tidak
mengejutkan bahwa sebagian besar anak yang harus bekerja berasal dari
keluarga miskin untuk menambah pendapatan keluarga. Anak lelaki juga lebih
mungkin terlibat sebagai pekerja anak dibandingkan anak perempuan.

Anak berhadapan dengan hukum

Di Indonesia, usia minimal anak dapat diadili adalah 12 tahun—batas ini telah
dinaikkan oleh UU Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2012 dari sebelumnya
delapan tahun. Komite Hak-Hak Anak merekomendasikan agar usia minimum
itu dinaikkan lagi menjadi setidaknya 14 tahun.*®

Unsur penting dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penekanan pada
mekanisme diversi oleh polisi, jaksa, dan pengadilan. Akan tetapi, diversi secara
umum bergantung pada persetujuan korban dan keluarga korban. Pada tahun
2014, hanya 10 persen anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan
diversi, tetapi angka ini telah naik signifikan menjadi 53 persen pada tahun 2018.'°

UU tersebut juga mencantumkan langkah perlindungan penting bagi anak, seperti
pelarangan hukuman mati dan pemenjaraan seumur hidup bagi anak berusia di
bawah 18 tahun. Penahanan hanya diizinkan untuk anak berusia di atas 14 tahun
dan hanya untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari tujuh tahun
penjara. Alternatif lain sebagai pengganti penahanan anak adalah pelayanan
masyarakat, akan tetapi tata kelola sistem peradilan anak dan pengawasannya
lemah dan pengadilan umumnya lebih berpihak kepada pendekatan punitif.

UU Peradilan Anak tahun 2012 juga menetapkan bahwa anak berhak
mendapatkan representasi hukum, namun pada praktiknya lebih dari tiga
perempat anak yang berada dalam proses hukum pidana tidak menerima
representasi. Jika representasi hukum tersedia, advokat dan paralegal sering kali
kurang berpengetahuan dalam peradilan anak dan hak anak.

Sebagian besar anak yang ditempatkan di rumah tahanan adalah lelaki (utamanya
berusia antara 15 dan 17 tahun); hanya sekitar satu dari lima anak yang menerima
putusan hukuman. Meskipun UU di atas menetapkan bahwa anak harus
dipisahkan dari orang dewasa, hal ini tidak selalu terjadi dan masih ada anak yang
mengalami penahanan di rumah tahanan untuk orang dewasa.'”" Anak yang berada
di lembaga pemasyarakatan berhak mendapatkan pendidikan, tetapiyang
benarbenar dapat mengakses kesempatan belajar adalah kurang dari 15 persen.'®

Konflik sosial

Lepas dari kesepakatan damaiyang baru-baru ini dicapai, konflik sosial dan
politik masih terus terjadi di Indonesia, sehingga membuat perempuan dan anak
secara khusus terancam. Mereka dapat terluka secara fisik jika terperangkap
dalam suasana serangan, atau mengalami bentuk bahaya lain (termasuk
penganiayaan seksual dan trauma) hanya karena berada di kawasan tanpa
supremasi hukum. Anak pun bisa jadi kehilangan atau terpisah dari keluarganya.
Selain itu, sebagaimana terjadi pada serangan bom Surabaya tahun 2018,
perempuan dan anak dapat direkrut sebagai militan dan dimanfaatkan sebagai
pelaku bom bunuh diri.



Beberapa ‘inisiatif deradikalisasi’ pemerintah menggunakan media digital untuk
menyebarkan pesan anti-radikalisasi dan mempromosikan acara sosial untuk
melibatkan sosok anak muda berpengaruh sebagai agen perdamaian. Ada

pula program yang menekankan pada dialog antarumat beragama. Pemerintah
juga melawan radikalisasi dengan pendekatan lain. UU Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme memberikan polisi kewenangan menahan tersangka selama
periode yang cukup lama dan melakukan penuntutan terhadap orang-orang yang
bergabung atau melakukan rekrutmen untuk kelompok militan. Program
UNICEF menggunakan pendekatan yang berbeda untuk melawan radikalisasi
dengan berorientasi pada pembangunan dan berfokus menurunkan
ketimpangan, melawan intoleransi dan kekerasan, dan mempromosikan inklusi
sosial, pembangunan perdamaian, serta pembinaan positif bagi remaja.

Kebijakan untuk merespons isu
perlindungan anak

RPJMN terbaru Indonesia mengidentifikasi perlindungan anak sebagai salah
satu prioritas kunci dan menetapkan target yang spesifik. RPJMN juga
memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia yang diperlukan untuk
penguatan layanan dan perlindungan sosial bagi anak bangsa. Dalam konteks ini,
Indonesia telah mengambil langkah maju yang signifikan dan berinvestasi cukup
besar pada reformasi hukum dan perumusan kebijakan.

Kementerian PPPA mengoordinasikan implementasi rencana aksi nasional
Indonesia untuk perlindungan anak yang berfokus pada perbaikan mutu data dan
pengumpulan informasi; penguatan upaya pencegahan, deteksi dini risiko, dan
perlindungan sosial; dan peran lebih besar dalam melindungi dan memenuhi
hak-hak anak. Prakarsa lain adalah program kesejahteraan sosial anak yang
merupakan program bantuan tunai dengan target anak telantar, anak jalanan,
anak berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas, dan anak lain yang
membutuhkan perlindungan khusus. Strategi nasional penghapusan kekerasan

terhadap anak (2016-2020) diluncurkan dalam rangka mengatasi kekerasan melalui

"aksi sistematis, terintegrasi, berdasarkan bukti, dan terkoordinasi,” termasuk dari
segi legislasi dan upaya untuk mengubah norma sosial dan praktik budaya.

Namun, rencana dan strategi nasional di atas tidak setara dengan tujuan besar
yang diinginkan. Target tidak bersifat mengikat dan butuh investasi lebih besar
pada pelayanan yang bertujuan mencegah dan merespons kasus kekerasan.

Beberapa inisiatif yang bertujuan memperkuat kebijakan dan kerangka legislatif
telah dilaksanakan di Indonesia. Hal ini termasuk UU baru yang memberikan status
hukum dan perlindungan terhadap profesionalisasi pekerja sosial; strategi nasional
pencatatan sipil untuk memastikan agar seluruh penduduk Indonesia memiliki
identitas yang sah; strategi nasional untuk perkawinan anak; dan amandemen UU
Perkawinan. Peraturan pemerintah mengenai pengasuhan anak yang disahkan
tahun 2017 akan membantu reintegrasi pengasuhan 500.000 anak dari lembaga
kepada keluarga, meningkatkan standar pengasuhan anak oleh lembaga selain
keluarga, dan melindungi anak dengan melarang lembaga-lembaga sosial
memberikan hukuman fisik. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga telah
diajukan dan dapat berdampak positif terhadap korban; salah satu ketentuannya
mengakui perkosaan dalam perkawinan sebagai tindak pidana dan memberikan
definisi hukum yang lebih komprehensif mengenai tindak pidana seksual.

Tak hanya itu, ada pula UU Perlindungan Anak tahun 2002 yang mengandung
ketentuan mengenai kekerasan terhadap anak di rumah dan sekolah, serta
mengatur hukuman bagi mereka yang melakukan atau mengancam akan
melakukan kekerasan terhadap anak. UU HAM (1999) dan UU Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004) turut mengatur kekerasan fisik, seksual,
dan psikologis.
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Indonesia telah membuat
kemajuan signifikan dalam
berinvestasi pada reformasi
hukum dan pembentukan
kebijakan untuk menguatkan
layanan dan perlindungan
sosial bagi anak.

UU Perlindungan Anak 2002
mengatur hukuman bagi pelaku
atau orang yang mengancam
melakukan kekerasan terhadap
anak.
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PARTISIPASI ANAK
DAN REMAJA

Di balik semua isu mendesak yang berpengaruh terhadap kehidupan anak

dan remaja di Indonesia, terdapat suatu prinsip penting yang mendasar, yaitu
hak anak dan remaja untuk berpartisipasi dalam keputusan yang menyangkut
kehidupan mereka. Partisipasi adalah prioritas global yang penting bagi UNICEF
dan secara jelas diakui oleh KHA."*

Partisipasi berkontribusi kepada pemberdayaan anak dan remaja—agar mereka Partisipasi berkontribusi
percaya terhadap dirinya, dapat membangun kekuatan melalui kolaborasi, (';epada P‘?mkﬁ/fr?fﬂ;\’?inlagak _
. . . ~ [ H an remaja. elalul kolaborasi,
dan aktif "ter||bat dalam memenuhi hak-haknya. Dalam konsep par'§|S|paS|, suara anak bisa menjadi lebih
mengakui hak anak untuk berpendapat dan mendengar pendapat itu dengan kuat—dan lebih efektif.

sungguh-sungguh akan menumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan
anak dalam menciptakan perbedaan. Hal ini dapat diperkuat oleh sifat
partisipasi yang kolaboratif. Dengan kolaborasi, suara anak menjadi lebih kuat
dan efektif. Terdapat beberapa prasyarat bagi partisipasi anak dan remaja,
antara lain: lingkungan yang kondusif; peluang bagi partisipasi yang bermakna
(elemen suara, ruang, khalayak, dan pengaruh); dan ragam metode partisipasi
(konsultatif, kolaboratif, berbasis pada remaja).

"Hak untuk didengar’ dicantumkan dalam hukum nasional Indonesia, yaitu

pada Pasal 10 UU Perlindungan Anak tahun 2002, yang menyatakan “setiap
anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan
memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi
pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”'*
Undang-undang ini telah memiliki perhatian kuat pada hak anak untuk
berpendapat, tetapi belum memperhatikan pentingnya lingkungan yang
kondusif. Meskipun UU Perlindungan Anak dipandang sebagai suatu kemajuan,
komite KHA masih mempertanyakan penggunaan kata-kata “kesusilaan dan
kepatutan’ yang berpotensi menimbulkan kendala bagi efektivitas implementasi
undang-undang.
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Partisipasi yang bermakna dari remaja membutuhkan empat elemen utama

Peluang yang aman dan
inklusif untuk merumuskan
dan mengungkapkan

pendapat

Pandangan remaja harus
dipertimbangkan dan
ditindaklanjuti setiap kali
dimungkinkan

Sumber: UNICEF

Kesulitan kunci dalam
mewujudkan partisipasi yang
bermakna berkaitan dengan
norma sosial yang tidak
memandang anak dan remaja
sebagai warga negara aktif.

m SITUASI ANAK DI INDONESIA

Pengungkapan pandangan
harus difasilitasi dengan
leluasa, menggunakan
media pilihan remaja

Pandangan remaja harus
didengar

Pemerintah Indonesia telah membentuk dua mekanisme kunci untuk
partisipasi: musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan Forum
Anak. Kedua mekanisme ini tersedia di seluruh Indonesia, namun derajat
efektivitasnya berbeda-beda. Dalam banyak kasus, keduanya dianggap sebagai
sekadar formalitas, dan partisipasi anak yang bermakna pun langka.'®® Forum
Anak Indonesia, mekanisme bagi anak untuk melaksanakan hak berpartisipasi,
dibentuk oleh Kementerian PPPA. Di atas kertas, musrenbang dan Forum Anak
seharusnya terdapat di semua tingkat pemerintahan, dari desa hingga nasional,
namun masih banyak daerah yang tidak memiliki keduanya.'® Forum Anak dapat
menawarkan peluang kunci untuk memenuhi hak partisipasi anak; akan tetapi,
hanya sedikit informasi yang tersedia mengenai cara kerjanya, seberapa inklusif,
dan apakah forum ini membekali anak dan remaja dengan keterampilan dan
peluang bermakna agar suara mereka didengar dan dapat berpengaruh terhadap
pengambilan keputusan.

Hambatan kunci dalam mencapai partisipasi bermakna oleh anak dan remaja
meliputi: normal sosial dan kendala yang menghalangi pelaksanaan hak
partisipasi (meskipun telah dijamin melalui instrumen hukum dan kebijakan),
kesadaran yang rendah mengenai hak partisipasi anak, tingkat keterampilan

anak dan kapasitasnya untuk berpartisipasi, dan kelangkaan peluang partisipasi
yang terlembaga. Masalah ini erat berkaitan dengan norma sosial yang tidak
memandang anak dan remaja sebagai warga negara aktif. Norma ini terakumulasi
dengan sikap diskriminatif terhadap kelompok anak tertentu, seperti perempuan
dan anak dengan disabilitas. Kendala lain berkaitan dengan kesadaran anak
mengenai haknya sendiri serta anak tidak memiliki keterampilan dan kepercayaan
diri untuk berpartisipasi. Kendala terakhir berkaitan dengan kelangkaan peluang
untuk berpartisipasi (secara daring dan luring) dan menyatakan pandangan dan
pendapat mengenai isu-isu yang berpengaruh terhadap diri mereka. Penting bagi
Indonesia untuk mengatasi semua hambatan dan kendala yang secara khusus
memengaruhi partisipasi anak, dan dengan demikian meningkatkan inklusi
terhadap anak Indonesia yang paling rentan dan marginal.
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Untuk mengisi kebutuhan terhadap program untuk partisipasi remaja, sejumlah Sejumlah perangkat bisa

perangkat dan metodologi sudah dikembangkan dan disesuaikan dengan diterapkan di Indonesia untuk
. . . . . meningkatkan kapasitas orang

konteks Indonesia. Perangkat ini telah meningkatkan kapasitas baik orang dewasa dan remaja dalam
dewasa maupun remaja untuk bekerja sama, berpartisipasi, dan menemukan bekerja sama, berpartisipasi,
solusi bagi isu-isu yang berdampak pada mereka dan lingkungan sekitarnya. dan menemukan solusi
Salah satu perangkat itu adalah “Adolescent Kit for Expression and Innovation” terhadap isu-isu yang

. . . . . . berdampak pada kehidupan
(Perangkat Bagi Ekspresi dan Inovasi Remaja) dari UNICEF, yang bertujuan mereka dan lingkungan
membangun 10 kompetensi kunci, mulai dari komunikasi hingga ekspresi sekitarnya.

identitas, dari kepercayaan diri hingga kepemimpinan dan pengaruh.

Antara tahun 2015 dan 2018, perangkat tersebut digunakan oleh ‘lingkar remaja’
(kelompok yang terdiri dari remaja berusia 15-20 tahun, dipimpin oleh seorang
fasilitator pemuda) di 29 desa di empat kabupaten/kota Indonesia, serta telah
menjangkau 1.595 orang remaja. Lingkar remaja telah berhasil mendapatkan
dukungan dan pendanaan dari otoritas desa untuk tiga proposal yang mereka
ajukan. Meskipun evaluasi program menunjukkan bahwa sebagian lingkar
remaja sudah mampu memengaruhi pengambilan keputusan di komunitasnya,
secara umum lingkar remaja masih menemui tantangan dalam hal mengakses
pemimpin desa dan warga masyarakat serta mendapatkan dukungan terhadap
ide-ide yang mereka sampaikan pada musrenbang. Baru-baru ini, perangkat dari
UNICEF tersebut digunakan sebagai bagian dari upaya penanggulangan dampak
tsunami dan gempa bumi di Provinsi Lombok dan Provinsi Sulawesi Tengah.
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BENCANA DAN RISIKO
LINGKUNGAN SERTA
DANIPAKNYATERHADAP
ANAK-ANAK INDONESIA

Meskipun kemajuan signifikan dalam kesejahteraan anak telah dicapai

di Indonesia selama 50 tahun terakhir, kemajuan-kemajuan itu terancam
diputarbalikkan oleh perubahan lingkungan yang belum pernah terjadi sebelumnya
pada tingkat global, regional, dan lokal. Pola bencana alam yang diperparah oleh
perubahan iklim dapat menimbulkan dampak berat terhadap anak. Anak juga
merupakan kelompok yang paling rentan terhadap penyakit yang akan menyebar
lebih luas akibat perubahan iklim; mereka lebih mungkin mengalami pengaruh
sakit yang ditularkan melalui vektor dan air serta sakit akibat akses yang langka
kepada gizi dalam situasi perubahan. Risiko ini kian tinggi bagi anak yang kurang
mampu, karena sulit bagi keluarga miskin untuk pulih dari guncangan.

Risiko bencana alam dan krisis iklim

Indonesia berada di atas Cincin Api Pasifik, yaitu rangkaian panjang gunung
berapi aktif, dan sumber 90 persen gempa bumi dunia. Kedudukan geografis

ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang paling rentan
terhadap bencana alam, dengan konsekuensi substansial bagi anak-anak bangsa.
Degradasi lingkungan dan krisis iklim memperparah bahaya lingkungan ini. Hasilnya,
Indonesia berada di peringkat ke-17 dari 191 negara dalam INFORM 2019, indeks
global mengenai bahaya dan paparan bahaya.'®” Hal-hal ini membuat berbagai
strategi penurunan risiko bencana sangat mendesak untuk diadopsi di Indonesia.

Terdapat tiga jenis bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia, yaitu
banjir, gempa bumi, dan tsunami. Dibandingkan dengan jenis bahaya lain,
tsunamilah yang menimbulkan angka korban jiwa tertinggi di Indonesia karena
daya rusaknya yang luar biasa dan keterbatasan sistem peringatan dini. Belum

TREN, PELUANG, DAN TANTANGAN DALAM MEMENUHI HAK-HAK ANAK _

Kemajuan signifikan dalam
kesejahteraan anak terancam
diputarbalikkan oleh perubahan
lingkungan yang belum pernah
terjadi sebelumnya.

Indonesia adalah salah satu
negara di dunia yang paling
rentan terhadap bencana.

Banjir, gempa bumi, dan
tsunami adalah tiga bahaya
alam terbesar di Indonesia.
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Kekeringan dan banjir termasuk jenis bahaya lingkungan yang paling sering berdampak
terhadap penduduk dan kelompok masyarakat
Jumlah orang terdampak/dievakuasi pada periode 2010-2019, menurut jenis bahaya (juta)

M Banjir M Longsor [ Gempabumi [ Erupsigunung berapi [l Kekeringan

10M
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2M

2010 20M 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sumber: BNPB Cloud

Ancaman lingkungan paling berbahaya di Indonesia
Angka kematian/orang hilang pada periode 2010-2019 menurut jenis bahaya

B Banjir M Longsor [ Gempabumi [ Erupsi gunung berapi [l Kekeringan
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lama ini, Lombok dan Sulawesi Tengah mengalami kerusakan berat akibat
gempa bumi di masing-masing provinsi dan tsunami di Sulawesi Tengah, dengan
1,9 juta orang terdampak dan sekitar 5.000 orang meninggal pada tahun 2018.

Pemerintah Indonesia telah memiliki sistem penurunan risiko bencana dan

sistem penanggulangan bencana yang cukup komprehensif untuk mengoordinasi

upaya tanggap bencana di Indonesia, dan telah menunjukkan komitmennya
terhadap mitigasi bahaya alam dan bencana kemanusiaan. Unsur kunci dalam
pendekatan pemerintah adalah penguatan kapasitas dan ketahanan masyarakat
pada tingkat provinsi dan daerah. Pemerintah juga tengah memperbaiki program
‘perlindungan sosial adaptif’ (transfer tunai untuk membantu masyarakat
terdampak bencana), yang dapat menjadi jaring pengaman yang efektif sebelum
atau sesudah terjadi bencana, sehingga memitigasi dampak bencana itu sendiri.

Indonesia menempati posisi ke-50 dari 181 negara dalam Indeks Risiko Iklim
Global yang disusun oleh Jerman.'®® Suhu rata-rata Indonesia diperkirakan naik
sebesar 0,8-2,0°C pada 2050, sehingga frekuensi gelombang panas dan kemarau
berkepanjangan akan meningkat dan menyebabkan kekeringan di beberapa
wilayah. Curah hujan kemungkinan naik, baik dari segi frekuensi maupun
intensitas. Hal ini akan meningkatkan angka penyakit yang ditularkan nyamuk;
anak balita secara khusus rentan terhadap jenis penyakit ini.'® Dengan tantangan
lain yang ditimbulkan oleh kondisi iklim dan berkaitan dengan lingkungan, seperti
kelangkaan air, frekuensi kebakaran yang lebih tinggi, dan peningkatan pencemaran
udara, perubahan iklim berpotensi menimbulkan dampak yang merusak semua
aspek masa depan bangsa—Ilingkungan, sosial, dan ekonomi.

Meskipun menghadapi risiko-risiko yang paling mengancam terkait iklim,
Indonesia masih merupakan salah satu dari 10 penghasil emisi gas rumah kaca
(GRK) terbesar dunia."® Indonesia telah menandatangani berbagai komitmen
global untuk lingkungan, termasuk Kesepakatan Paris 2015 dan Protokol Kyoto.
Pada lingkup domestik, Indonesia telah memperkenalkan berbagai inisiatif yang
bertujuan menguatkan pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan
terhadap perubahan iklim. Beberapa tujuan utama yang diadopsi pemerintah dalam
rangka mengurangi emisi GRK nasional adalah: menurunkan laju deforestasi dan
degradasi lahan, mengembangkan proyek sekuestrasi karbon di sektor kehutanan
dan pertanian, dan mendorong efisiensi energi serta pemanfaatan sumber energi
terbarukan.”" Melihat kadar emisi Indonesia yang tinggi pada saat ini, langkah
mitigasi akan membutuhkan investasi tahunan yang teratur dan dalam skala besar.

Risiko yang dihadapi perempuan dan anak

Perempuan, anak, dan lansia adalah kelompok yang paling berisiko mengalami
kematian atau cedera akibat bencana alam dibandingkan populasi lain—terutama
karena kemampuan mereka yang terbatas untuk menyelamatkan diri. Saat
gempa bumi tahun 2018 di Lombok dan Sulawesi Tengah, sekitar satu dari tiga
orang yang terdampak adalah anak-anak (665.000). Saat tsunami Samudera
Hindia pada tahun 2004, angka kematian yang paling besar ditemukan pada
populasi anak dan orang dewasa berusia di atas 50 tahun. Risiko yang lebih
tinggi ini juga berlaku untuk bencana banjir; anak dan perempuan lebih mungkin
mengalami hanyut, termasuk oleh air dangkal.

Bencana alam mengakibatkan anak-anak kehilangan orang tua. Dilaporkan bahwa
terdapat 150.000 anak di Aceh dan Sumatra Utara yang menjadi yatim piatu akibat
tsunami tahun 2004. Bencana alam yang merusak juga dapat mengakibatkan
kehilangan tempat tinggal, pengungsian dalam jumlah besar, atau keluarga yang
saling terpisah. Bagi anak yang terpisah dari keluarganya pada saat bencana,
pemerintah telah memiliki sistem dan kebijakan untuk membantu mereka, seperti
jaringan pelacakan dan reunifikasi keluarga. Anak yang menjadi yatim piatu, terpisah
dari keluarga, atau mengungsi sangat berisiko menjadi korban perdagangan
orang, eksploitasi seksual, atau pekerja anak. Akibat tsunami di Aceh, sekitar
2.500 anak ditempatkan di berbagai fasilitas pengasuhan dan hal ini meningkatkan
potensi mereka terpapar penganiayaan. Bencana alam juga menimbulkan trauma
mendalam dan tekanan emosional pada anak yang harus diatasi.

Situasi Indonesia sangat
mungkin memburuk seiring
dengan perkembangan
perubahan iklim secara global.

Meskipun menghadapi
risiko-risiko iklim yang paling
berbahaya, Indonesia adalah
salah satu dari sepuluh negara
penghasil emisi GRK tertinggi
di dunia

Anak yang terpisah dari orang
tua akibat bencana alam
menderita trauma emosional
dan amat berisiko mengalami
eksploitasi dan penganiayaan.
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135 juta penduduk Indonesian
tinggal di kota.

559,

Polusi udara di Jakarta

dan kota besar lain adalah
masalah besar. Anaklah yang
akan menanggung dampak
terberat dari polusi, termasuk
menderita penyakit pernapasan
dan hambatan pertumbuhan.
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Arus urbanisasi yang pesat

Urbanisasi adalah tren penting di Indonesia dan memengaruhi anak dalam
banyak cara. Lebih dari separuh—55 persen atau 135 juta orang—penduduk
Indonesia kini tinggal di kota-kota, tempat mereka dapat menikmati akses yang
lebih baik kepada layanan pendidikan dan upah yang lebih tinggi. Akan tetapi,
‘manfaat urban’ ini dapat dengan cepat terkikis apabila tidak disertai upaya
yang cukup untuk memenuhi hak dan kebutuhan semua anak, terutama yang
termiskin dan paling rentan (penghuni permukiman kumuh, anak jalanan, dll.).

Migrasi desa ke kota yang berlangsung stabil dan dalam jumlah besar diperparah
oleh isu lingkungan di Indonesia. Pada tahun 2030, Jakarta diperkirakan menjadi
kota terpadat di dunia. Kondisi ini akan menimbulkan masalah yang lebih besar,
antara lain seputar pencemaran air dan udara. Sumber penting kontaminasi
adalah pengolahan air limbah yang buruk (terutama oleh rumah tangga), limbah
industri, dan penggunaan pupuk beracun di lahan pertanian. Hal-hal ini pada
gilirannya mengarah pada peningkatan angka penyakit dan penularan penyakit
melalui air pada anak. Polusi udara di Jakarta dan kota besar lain saat ini sudah
memprihatinkan, dan diperkirakan memburuk seiring pertumbuhan populasi dan
intensitas kemacetan lalu lintas. Anak-anak dan tumbuh kembang merekalah
yang akan menanggung dampak terberat dari semua isu ini, antara lain berupa
penyakit pernapasan dan hambatan pertumbuhan.

Secara global, kota-kota bertanggung jawab atas 85 persen kegiatan
perekonomian dan sekitar 75 persen emisi GRK. Sebab itulah, keberhasilan
pada jalur mana pun yang hendak ditempuh Indonesia menuju pencapaian
SDGS akan bergantung pada kondisi keberlanjutan di kota-kotanya. Menurut
Laporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, kota adalah salah satu titik
masuk yang transformatif bagi “pendekatan strategis, sistemis, dan berbasis
ilmiah untuk melaksanakan pelbagai kegiatan menuju SDGS, mengenali
keterkaitan antarkegiatan dan kebutuhan untuk membuat prioritas aksi dengan
menimbang kelemahan dan keuntungannya.” Jalur menuju pembangunan
berkelanjutan Indonesia akan ditentukan oleh pengelolaan Indonesia terhadap
urbanisasi dan implikasi urbanisasi, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan
dan kesejahteraan anak.
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Laporan ini bertujuan memberikan kepada semua pihak yang peduli kepada
situasi anak di Indonesia pandangan yang luas mengenai tren kunci, peluang,
dan tantangan yang ada pada saat ini dan yang baru muncul serta akan
membutuhkan solusi pada masa mendatang. Dari keberlangsungan hidup

anak hingga akses kepada pendidikan yang berkualitas dan ketahanan terhadap
ancaman lingkungan, Indonesia telah mencapai banyak kemajuan, namun masih
banyak pekerjaan yang menanti. Kemampuan untuk melakukan kerja-kerja

ini dengan cara yang cerdas dan efektif akan menentukan apakah Indonesia
mampu menuai dividen demografis yang ditawarkan oleh populasinya yang
besar—ataukah risiko terhadap keberlangsungan hidup dan perkembangan anak
akan tetap diwariskan kepada generasi mendatang. Terdapat empat tema besar
yang mengemuka di dalam laporan ini:

1. Ketimpangan

Dari ukuran demi ukuran—mortalitas bayi, stunting dan gizi, akses kepada
pendidikan usia dini, dan masih banyak lagi—hampir semua indikator
menunjukkan ada ketimpangan besar antara populasi Indonesia yang sejahtera
dengan populasiyang tertinggal dari kemajuan. Ketimpangan yang terdalam
dijumpai antara kalangan termiskin dan semua populasi lain. Penting bahwa
kemiskinan diukur tidak hanya berdasarkan nilai pendapatan dan pada satu titik
waktu, melainkan berdasarkan semua dimensi kemiskinan dan risiko yang masih
dihadapi kelompok yang sudah berhasil keluar dari kemiskinan, tetapi masih
termarjinalkan dan ada kemungkinan kembali kepada keadaan sebelumnya.

Jurang kesetaraan lain terdapat di antara masyarakat perdesaan dan perkotaan.
Meskipun urbanisasi yang pesat menghadirkan tantangan-tantangan baru bagi
kota-kota, masyarakat perdesaan Indonesia masih merupakan lingkungan
tempat anak paling mungkin menderita deprivasi sebagaimana diuraikan

di dalam laporan ini, dan di perdesaanlah lembaga-lembaga publik masih
merupakan yang terlemah dalam menjawab isu-isu di atas. Jika Indonesia

Indonesia telah mencapai
kemajuan yang signifikan,
namun masih banyak
pekerjaan yang menanti.

Hampir semua indikator
menunjukkan jurang yang
dalam antara populasi
Indonesia yang sejahtera
dengan populasi yang
tertinggal dari kemajuan.
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menginginkan masa depan yang sejahtera—jika Indonesia bersungguh-sungguh
ingin memetik manfaat dari potensi keuntungan yang diberikan populasi
mudanya—maka Indonesia perlu menempatkan anak dan pemuda yang kurang
beruntung sebagai pusat rencana pembangunan nasional.

2. Masa depan di perkotaan

Populasi urban Indonesia terus bertumbuh. Pada 2030, diperkirakan lebih dari
60 persen penduduk Indonesia akan berada di kota.'"? Urbanisasi yang pesat
bisa menghasilkan kemajuan signifikan dalam hal pertumbuhan ekonomi.
Namun, pembuat kebijakan harus memastikan bahwa segenap manfaat
urbanisasi tidak dinikmati secara eksklusif oleh kelompok yang sudah memiliki
keistimewaan akses, melainkan menjangkau juga kelompok yang paling rentan
dan terkucilkan. Untuk itu, dibutuhkan investasi khusus untuk mengatasi
ketimpangan intraurban, yaitu di dalam perkotaan itu sendiri.

Dibutuhkan upaya dan Data tahun 2016-2017 menunjukkan bahwa ketimpangan di dalam perkotaan

investasi terfokus untuk bahkan lebih besar dibandingkan di dalam perdesaan (koefisien Gini 0,40

g;:lr:r'?ﬁrkbea;l)kr'nkpoonkdr'ﬁ;sykiggkota. dibandingkan 0,32)."” Di kota-kota Indonesia, kelompok sangat kaya dan
sangat miskin hidup berdampingan, tetapi di desa sebagian besar penduduk
menghadapi situasi yang kurang lebih serupa. Dibutuhkan lebih banyak sumber
daya untuk memastikan agar semua penduduk di kota-kota Indonesia memiliki
dukungan dan kapasitas yang diperlukan untuk dapat berkontribusi kepada
pertumbuhan dan pembangunan negaranya. Upaya dan investasi terfokus untuk
memperbaiki kondisi kelompok miskin perkotaan sangat penting agar tercipta
lingkungan yang lebih kondusif bagi anak-anak untuk tumbuh dan menuai
manfaat urbanisasi di Indonesia.
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3. Mengiringi komitmen dengan tindakan nyata

Dengan menandatangani kesepakatan global, seperti KHA dan Agenda 2030,
serta melalui hukum dan perencanaan tingkat nasional, Pemerintah Indonesia
berkomitmen terhadap tujuan-tujuan yang fundamental untuk kesejahteraan dan
pertumbuhan anak. Tantangan utama yang dihadapi Indonesia, sebagaimana
terjadi di negara lain, adalah menyelaraskan komitmen dengan aksi nyata yang
terukur dan dapat dipantau dan yang bisa membuka jalan kemajuan. Seperti
negara-negara lain, sumber daya fiskal Indonesia harus memenuhi berbagai
tuntutan, dan banyak pemerintah pada akhirnya gagal memprioritaskan
kebutuhan anak. Laporan ini menyajikan bukti dan argumen yang menjelaskan
mengapa setiap tingkat pemerintahan harus menjadikan kebutuhan anak
sebagai prioritas tertinggi.

Masalah lain yang juga terus terjadi adalah kapasitas lembaga publik. Pada
tingkat pusat, Indonesia memiliki kementerian yang sangat profesional dan
kompeten serta lembaga dan badan yang mampu membuat rencana dan
melaksanakan inisiatif pemerintah. Namun, pada tingkat daerah, kapasitas
sektor publik sering kali lebih lemah, sehingga implementasi program lebih
sulit dan pemantauan serta evaluasi program amat menantang. Dengan begitu,
penguatan lembaga publik yang terdesentralisasi untuk menjawab semua
kebutuhan anak menjadi prioritas lain yang tak kalah penting.

4. Anak-anak Indonesia di tengah dunia
yang berubah

Masa depan anak-anak Indonesia tidak hanya bergantung pada pilihan dan
keputusan yang dibuat pada lingkup nasional, tetapi juga akan berjalan bersama
dunia dan planet yang mengalami perubahan pesat. Anak pada masa ini akan
menjadi dewasa dalam era perekonomian global yang ditandai oleh integrasi
yang lebih tinggi dari masa sebelumnya, automasi yang mengubah ketersediaan
pekerjaan, dan tren dan tantangan baru lainnya. Mendidik anak-anak bangsa
agar mereka bisa bertumbuh di tengah lingkungan ekonomi baru sangat
penting. Bangsa yang memiliki tenaga kerja terdidik akan sejahtera, sementara
bangsa yang memiliki populasi dengan kemampuan literasi dan keterampilan
yang terbatas akan tertinggal.

Hal yang tidak kalah penting adalah, sama seperti semua anak mana pun di
dunia pada hari ini, anak-anak Indonesia akan menjadi dewasa di atas planet
yang secara signifikan lebih berbahaya dari sudut pandang lingkungan—
khususnya mengingat Indonesia menghadapi beberapa potensi dampak

yang terberat. Posisi anak dalam perubahan iklim global sangat penting, baik
sebagai penyumbang maupun korban di garis depan dari badai yang lebih
kencang, banjir yang lebih merusak, dan kebakaran yang lebih sering serta
kekeringan yang mengancam pasokan makanan. Di tengah segala tantangan
yang dihadapinya, Indonesia akan harus bertransformasi menjadi pemimpin
dalam upaya global untuk mengurangi emisi karbon serta untuk merancang dan
melaksanakan upaya peningkatan ketahanan iklim di seluruh negeri. Boleh jadi,
tak ada lagi isu lain yang lebih mendesak bagi masa depan generasi anak pada
saat ini—dan generasi selanjutnya, dan semua generasi yang akan datang.
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11. KESIMPULAN

Menguatkan kapasitas lembaga
publik yang terdesentralisasi
untuk dapat memenuhi
kebutuhan anak adalah
prioritas yang penting.

Mendidik anak Indonesia
agar dapat bertumbuh dalam
perekonomian baru sangat
penting.

Indonesia punya peluang
untuk bertransformasi menjadi
pemimpin dalam gerakan
penurunan emisi karbon

dan menguatkan ketahanan
generasi mendatang.
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